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KATA SAMBUTAN

Sampai saat ini upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia baru merupakan
wacana belum merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, hal ini
dapat dilihat seperti yang terpetakan dalam laporan UNDP (Human Development

Report, 2004) yang mencantumkan Indeks Pengembangan SDM (Human '
Development Index HDI), Indonesia pada urutan 111, satu tingkat diatas Vietnam
urutan 112, jauh di bawah dari Negara-negara ASEAN terutama Malaysia urutan 59,

Singapura urutan 25, dan Australia urutan 3.

Bagi para pemerhati dan khususnya bagi yang terlibat langsung dalam pengembangan

Sumber Daya Manusia (SDM), kondisi tersebut merupakan tantangan sekaligus

sebagai modal untuk berpacu mengejar ketinggalan dan obsesi dalam meningkatkan

kemampuan SDM paling tidak setara dengan Negara tetangga ASEAN, terutama

menghadapi era globalisasi. |

Berbagai perangkat aturan telah disusun, diantaranya yang berkaitan dengan

pengembangan ketenagakerjaan seperti Undang-undang yang mengamanatkan

pengembangan SDM, khususnya tentang tenaga kerja dan kegiatan Jasa Konstruksi

seperti '

¢« UU No. 18 tahun 1989, tentang : Jasa Konstruksi beserta peraturan
pelaksanaannya, mengamanatkan perlunya "Bakuan Kompetensi® untuk semua
tingkatan kualifikasi- dan klasifikasi keahlian dan keterampilan di bidang Jasa
Konstruksi.

» UU No. 13 tahun 2003, tentang : Ketenagakerjaan, mengamanatkan (pasal 10 ayat
(2)). Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang-

mengacu pada standar kompetensi kerja.

Mengacu pada amanat kedua undang-undang tersebut di atas, ‘diimplementasikan
kedalam konsep Pengembangan Sistem Pelatihan Jasa Konstruksi,. yang oleh
PUSLATJAKONS (Pusat Pelatihan Jasa. Konstruksi) pelaksanaan programnya
didahuiui dengan mengembangkan SKKN| (Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia), SLK (Standar Latihan Kerja), dimana keduanya disusun melalui analisis
struktur kompetensi sektor / sub sekior konstruksi sampai mendetail, kemudian
dituangkan dalam jabatan-jabatan kerja yang selanjutnya dimasukan ke dalam Katalog .
Jabatan Kerja. Modul Pelatihan UUJK, Etika Profesi & Etos Kerja, adalah salah satu E
paket pelatihan yang diambil dari hasil inventarisasi jabatan kerja yang kemudian
dikembangkan berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)



dan SLK (Standar Latihan Kerja) yang sudah disepakati dalam suatu konvensi
Nasional, dimana modul-modulnya maupun materi uji kompetensinya disusun oleh Tim
Penyusun / tenaga profesional dalam bidangnya masing-masing, merupakan suatu
produk yang akan dipergunakan untuk melatih, dan meningkatkan pengetahuan dan
kecakapan agar dapat mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan dalam
SKKNI, sehingga dapat menyentuh langsung sasaran pembinaan dan peningkatan
kualitas tenaga kerja konstruksi agar menjadi kompeten dalam melaksanakan tugas

pada jabatan kerjanya.

Dengan penuh harapan modul pelatihan ini dapat dimanfaatkan- dengan baik, sehingga
cita-cita peningkatan kualitas SDM khususnya dibidang jasa konstruksi dapat terwujud.

Jakarta, Desember 2004
Kepala Pusat Pelatihan Jasa Konstruksi

Ir. Sumawantobﬁ‘ayatin. MSCE
NIP. : 110025689
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KATA PENGANTAR

Usaha dibidang Jasa Konstruksi merupakan salah. satu bidang usaha yang telah
berkembang pesat di Indonesia, baik dalam bentuk usaha perorangan maupun sebagai
badan usaha skala kecil, menengah dan besar. Untuk itu periu diimbangi dengan kualitas
pelayanannya. Pada kenyataannya saat ini bahwa mutu produk, ketepatan wakiu
penyelesaian, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya relatif masih remg;d%p yang
diharapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain ada}aﬁ s
tenaga ahli / trampil dan penguasaan manajemen yang efisien,kec "N":kupa_ perrnodalan

serta penguasaan teknologi.

Masyarakat sebagai pemakai produk jasa konstruksi s§ﬁakm adar akan kebutuhan
terhadap produk dengan kualitas yang memenuhi star{ﬁgr n%gtgxéang dipersyaratkan.
Untuk memenuhi kebutuhan terhadap produk sesuawkuaj' 38"

“standar tersebut, periu
ditakukan berbagai upaya, mulai dari penlngk an*k«ya&efé*SDM standar mutu, metode
kerja dan lain-lain. ’

Salah satu upaya untuk memperoleh produk‘ko truksi dengan kualitas yang diinginkan
sumber daya manusia yang menggelutl

Kegiatan inventarisasi dan, anallsa 1abatan kerja dibidang sumber daya air, telah
menghasilkan sekitar 130 (seratus Tiga Puluh) Jabatan Keqa dimana Jabatan Kerja
. Kepa!a Provek Pekenaan Sumber Dava Air (Pro;ect Manaaer) merupakan salah satu

yang sang% 1
pekeﬁ;aa ]
E - .
. a:cg_gﬁ pel ‘ﬁ* ih pada Jabatan Kerja Kepala Proyek Pekeriaan Sumber Daya Air (Project
E anéger] ini terdiri dari 13 (Tiga Belas) modul yang merupakan satu kesatuan yang utuh
yang dlperlukan dalam melatih tenaga kerja yang menggeluti Kepala Proyek Pekerjaan

Sumber Daya Air (Project Manager).

@
K dalam pembinaan tenaga kerja yang berkiprah dalam perhitungan

gS1 bidang sumber-daya air.

Namun penulis menyadarl bahwa materi pelatlhan ini masih banyak kekurangan
khususnya untuk modul UUJK, Etika Profesi dan Etos Kerja pekerjaan konstruksi Sumber
Daya Air.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati, kami mengharapkan kritik, saran dan
masukkan guna perbaikan dan penyempurnaan modul ini.

Jakarta, Desember 2004
Tim Penyusun
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LEMBAR TUJUAN
Judul Pelatihan : Kepala Proyek Pekerjaan Sumber Daya Air (SDA)

TUJUAN PELATIHAN
fgé-,:.‘&’éﬁi o

A. Tujuan Umum Pelatihan , .
Mampu mengeloia Pelaksanaan Pekerjaan Sumber Daya Alr sesyaitketdntuan yang
Bt P E
tertuang dalam dokumen kontrak dan administrasi proyek. :"

B.  Tujuan Khusus Pelatihan

Setelah mengikuti peiatihan peserta mampu : §%¢
1. Menjelaskan proses tender yang akan dikelolang: é?%:
2. Menguasai ketentuan yang tertuang dalam dqak : &kbntsak
3. Melakukan pengkafian hasil penyelidikan (lnves‘tigas.‘} apangan secara rinci
4. Menyusun metoda kerja, rencana dansp nggrg%q%@man pelaksanaan proyek
5. Melakukan mobilisasi dan demobilisasistif
8. Melaksanakan pekerjaan sesuai ke}g—:‘ntua (
7. Melakukan koordinasi mternaJ dan ék. rial
8.

- 8. £
10. Melakukan (PHO) da

yang telah ditgtapkan
-Seri Judul :

ul ini dipelajari, peserta mampu menjelaskan ketentuan mengenai jasa
konstruk31 sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, etika profesi
dan’ *eﬁos kerja sebagai -tenaga profesional serta mampu menerapkannya dalam
pelaksanaan pekerjaan konstruksi Sumber Daya Air.

Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

Setelah pelatihan ini selesai dilaksanakan peserta mampu :

Menjelaskan lingkup Undang-undang Jasa Konstruksi

Menjelaskan mengenai usaha jasa konstruksi

Menjelaskan mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi
Menjelaskan mengenai pengikatan kontrak pekerjaan konstruksi

Menjelaskan dan menerapkan penyelenggaraan jasa konstruksi

Menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa dan sanksi jasa konstruksi
Menjelaskan dan menerapkan etika profesi dan etos kerja dalam pelaksanaan
pekerjaan konstruksi. '

Nk
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1.

3

DESKRIPSI SINGKAT PENGEMBANGAN MODUL PELATIHAN
KEPALA PROYEK PEKERJAAN SUMBER DAYA AIR
Kompetensi kerja yang disyaratkan untuk jabatan kerja Kepala Proyek Pekerjaan

Sumber Daya Air dibakukan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
(SKKNI) yang d|dalamnya telah ditetapkan unit-unit kompetensi, elem%%koﬁ'ipetenm
= = h

Standar Latihan Kerja (SLK) disusun berdasarkan analiggﬁ d__ £
Kompetensi, Elemen Kompetensi dan Kriteria u%m@ Kerja‘?"y%ng " menghasilkan

kebutuhan pengetahuan keterampllan dan 5|j(a§ "-pé%ma dgn _setiap Elemen

.JﬁRMODUL

NO. | KODE e JUDUL MODUL

Manajemen Pelaksanaan Konstruksi

Sistem Manajemen Mutu

Sistem Manajemen K3

Sistem Manajemen Lingkungan

PMW - 06 | Administrasi Proyek

PMW — 07' Dokumen Kontrak

6

7

8. | PMW — 08 | Investigasi dan Rekayasa Lapangan

9 PMW — 09 | Tahapan dan Metoda Kerja Pelaksanaan Pekerjaan SDA

10. | PMW — 10 | Perencanaan dan Pengorganisasian Pelaksanaan Proyek

11. | PMW - 11 | Mobilisasi dan Demobilisasi Sumber Daya

12. | PMW — 12 | Pengendalian Mutu, Waktu dan Biaya

PMW - 13 | Tata Cara'Pengadaén Barang dan Jasa

vi
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PANDUAN PEMBELAJARAN

A. BATASAN
Seri / Judul PMW - 01 : UUJK, Etika Profesi dan Etos Kerja
1. Deskripsi UUJK, Etika Profesi dan Etos Kerja merupakan
satu kegiatan dalam rangka membangun tenaga
kerja jasa konstruksi yang profesional dan ;;M
bertanggung jawab untuk mengabdi kepadas,
keandalan pembangunan sektor konstruksi Jyang,
dilandasi etos kerja sebagai amanal;gyvdeh an; [~
harapan apa yang dilakukan menjadi a afﬁ bad;a*f). ‘“té%’
2. Tempat & lengkap dengan fasilitasnya.
kegiatan
3. Waktu . 3 jam pelajaran (1JP =45 memt)
“ pembelajara’lﬁ' atag%aﬁpm tercapainya minimal kompetensi yang
o el ditentukan (khususnya domain kognitif)

vii




Pelatihan Kepala Proyek Pekerjaan SDA

B. PROSES PEMBELAJARAN

" UUJK, Etika Profesi dan Etos Kerja

Kegiatan Instruktur Kegiatan Peserta Pendukung
1. Ceramah : Pembukaan '
» Amanat UUJK, Etika | ¢ Menguikuti penjelasan TIU & TIK OHT1
Profesi dan Etos Kerja|  dengan tekun dan aktif
dalam pengembangan | « Mengajukan pertanyan apabila
konstruksi kurang jelas

= Menjelaskan TIU dan TIK

Waktu = 10 menit

2. Ceramah : Bab 1 Pengaturan
Jasa Konstruksi

T R W
Mengikuti pe %\1{ insfrygktur
dengan tekun %%aa Wﬁé’{ﬁ _

+ Ketentuan pengikatan

dengan tekun dan aktif

+ Pengertian umum . OHT2
* Ruang lingkup i
* Azas pengaturan jasa « Mencatat haﬁﬁélf”"aﬂgﬁgflu
konstruksi . ‘pertaiyaan  bila
= Hubungan komplementaris
antar undang-undang
Waktu = 10 menit
3. Ceramah : Bab 2 Usaha Jasa
- Konstruksi 3&1 .
¢ Kondisi jasa konstruks| Mengikuti penjelasan instruktur OHT3
» |klim usaha : " dengan tekun dan aktif
¢ Cakupan pekérjaan s Mencatat hal-hal yang perlu
‘konstruksi: - . » Mengajukan pertanyaan bila
Bentukguﬁ[-;aqas periu
- ﬁ%}?
S 82
4, ‘:"Qergmah Bab3Peran
M%ﬁyarakat
Hak masyarakat umum * Mengikuti penjelasan instruktur OHT4
» Kewajiban masyarakat dengan tekun dan aktif
umum « Mencatat hal-hal yang perlu
+ Masyarakat jasa konstruksi - « Mengajukan pertanyaan bila
Forum jasa konstruksi periu
* | embaga Pengembangan
Jasa Konstruksi
Waktu = 15 menit
5. Ceramah . Bab 4 Pengikatan
Pekerjaan Konstruksi :
s Para pihak * Mengikuti penjelasan instruktur OHTS

viii
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Kegiatan Instruktur

Kegiatan Peserta

Pendukung

* Kewajiban dan hak para
pihak
»  Kontrak kerja konstruksi

Wakiu : 20 menit

« Mencatat hal-hal yang perlu
+ Mengajukan

pertanyaan bila

periu

6. Ceramah:Bab5
Penyelenggaraan pekerjaan
konstruksi
* Penyelenggaraan

pekerjaan konstruksi

Ketentuan-ketentuannya

Kewsjiban para pihak

Sub penyedia jasa

Kegagalan pekerjaan

konstruksi

Kegagalan bangunan

Gugatan masyarakat

Larangan persengkokolan

‘Waktu = 15 menit

7.. Ceramah : Bab 6 Penye ia
Sengketa dan sangsi. %

» - Disiplin kerja
*» Mematuhi kaidah dan
peraturan

disiplin

» Kecenderungan orang tidak |

s  Menepati

dengan tekun dan aktif

+ Mencatat hal-hal yang perlu

Mengajukan pertanyaan Dbila

perlu

. Pengertian umum “Mengikuti penjelasan instruktur OHT7
dengan tekun dan aktif
« Mencatat hal-hai yang periu
Mengajukan pertanyaan  bila
periu
Mengikuti penjelasan instruktur OHT8
dengan tekun dan aktif
g Kode etik AKI * Mencatat hal-hal yang periu
. {,fg(ode etik GAPENS! » Mengajukan pertanyaan bila
Kode etik Pl! perlu
¢ Kode etik HATHI
* Tanggung jawab
profesional berbasis UUJK
dan PP nya
Waktu : 15 menit
9. Ceramah : Bab 8 Etos Kerja ' B
» Pengertian Etos Kerja Mengikuti penjelasan instruktur OHTS
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UUJK, Efika Profesi dan Etos Kerja

Kegiatan Instruktur

Kegiatan Peserta

Pendukung

+» Mendukung
e Langkah-langkah

Wakiu : 15 menit

menegakkan disiplin.

Waktu : 15 menit

10. Penutup dan Diskusi Umum

» Mengikuti penjelasan instruktur

dengan tekun dan aktif
¢ Mencatat hal-hai yang perlu
« Mengajukan 4

| éfia-?i”é’ﬁm

pertanyaa
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1.1

- Konstruksi

BAB 1
PENGATURAN JASA KONSTRUKSI

Urﬁum
Jasa konstruksi yang menghas:lkan produk akhir berupa bangunan éf
lainnya, baik dalam bentuk prasarana maupun sarana pendukung pertumbuhan dan
perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonorﬁ# dan budaya,
: ,gagg :qg“\.bangunan

i

ma dalam rangka

mempunyai peranan penting dan strategis dalam berb@@é

Mengingat pentingnya peranan jasa konstruksi chiut ter ga
mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yapg g,berl-*suailtz;rs dibutuhkan suatu

pengaturan penyelenggaraan jasa konstruk3| ya ?encana terarah, terpadu serta

menyeluruh. !
) Uksi tersebut, maka pada 7 Mei
rg ‘Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa

dan berlaku.,efektlfﬁ‘_satu ‘fahun kemudian. Dan untuk peraturan

B

pelaksanaannya ken@%n E_ h ;a-ndltl_ndak lanjuti dengan diterbitkannya tiga

“";fhtaﬁ?éﬁyelenggaraa" Jasa Konstruksi, serta peraturan Pemerintah

:a_j OO”O tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

asa konstruksi nasional, seperti : terbentuknya kepranataan usaha; dukungan

1.2

pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan oleh pemenntah dan/atau
masyarakat dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi; dan adanya Masyarakat
Jasa Konstruksi yang terdiri dari unsur asosiasi perusahaan maupun asosiasi

profesi.

Pengertiari

Jasa konstruksi adalah layanan :

» konsultansi perencanaan pekerjaan konstrukst;
= pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan

= konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
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Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan'
perencanaan dan/atau pelaksanaan serta pengawasan yang mencakup pekerjaan :
= arsitektural,

= _sipil;

=  mekanikal;

= elektrikal; dan

» tata lingkungan.

Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai :

pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan Jasa kﬁns
a5 agiit

Penyedia jasa adalah orang pesecrangan atau bad’an y
meyediakan layanan jasa konstruksi. Y,

4 ﬂ%‘as-}\sas Pengaturan Jasa Konstruksi

Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada :

a. Asas Kejujurah dan Keadilan.
Asas Kejujuran dan Keadilan mengandung pengertian Kkesadaran akan
fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung
jawab memenuhi-berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

b. Asas Manfaat _
Asas Manfaat mengandung pengertién bahwa segala kegiatan jasa konstruksi
harus dilaksanakan berlandaskan prinsip-prinsip - profesionalitas  dalam
kemampuan dan ténggung'jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin
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terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan
jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional. )
c. Asas Keserasian
Asas Keserasian mengandung pengertian harmoni datam interaksi antara
pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraén pekerjaan konstruksi
Jalitas dan -

yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang,ibgrk

_bermanfaat tinggi. :
d. Asas Keseimbangan

Asas Keseimbangan mengandung - pengertian ; eﬁg}élenggaraan
pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pa prn;:%lpb eféntg menjarhin

L7
mﬁ%a Penyédia jasa dan beban

terwujudnya keseimbangan antara kema
kerjanya. E
Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa,wajib mematuhi asas ini, untuk
menjamin terpilihnya penyediaf’jasa - ‘ 'a‘sesuai, dan di sisi lain dapat

proposional datam kesempatan kerja

memberikan peluang pemerata

penyedia jasa.
e. Asas Kemandirian
Asas Kemitraan ‘pengertian tumbuh dan berkembangnya daya

saing jasa, konstruKSI nas:onal

f. Asas :,Keterbukaan‘
\ “-'"'mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat

fngga membenkan peluang bagi para plhak terwujudnya

hak dan untuk memperolehnya serta memungkmkan adanya koreksi sehmgga

dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

g. Asas Kemitraan
Asas Kemitréan mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang
harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis.

h. Asas Keamanan dan Keselamatan
Asas Keamanan dan Keselamatan mengandung pengertian terpenuhinya tertib
penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja,
serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan

kepentingan umum,
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1.5 Tujuan

1.6

Pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk :

" a. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untu_k

mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan

hasil pekeriaan konstruksi yang berkualitas;

berlaku; &
3 f&f"’ :

Mewujudkan peningkatan peran masyarakat sz b@ gi

Undang-undang tentang jasa ko'n tru ersebut menjadi landasan untuk

menyesuaikan ketentuan yang. terc nfu ‘__afam peraturan perundang-undangan

dak sesua| Undang -undang tersebut mempunyai
aniperaturan perundang- undangan Ialnnya antara

lainnya yang terkait ya
hubungan komplemén;ar'
lain : y
a. Undang- undang yaﬁg fﬁer‘uéatur tentang keselamatan kerja;

b. Undang-undang. yang mengatur tentang Wajlb daftar perusahaan

U@Qa%ggﬁmd}ang yang mengatur tentang ketenagallstrlkan
s ndéy -undang yang mengatur tentang kamar dagang dan industri;

-~y g aﬁg-undang yang mengatur tentang kesehatan kerja;

Undang-undang yang mengatur tentang usaha perasuransian,
Undang-undang yang mengatur tentang jaminan sosial tenaga kerja;

i. Undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas;

j.  Undang-undang yang mengatur tentang usaha kecil;

k. Undang-undang yang mengatur tentang hak cipta;

l.  Undang-undang yang mengatur tentang paten;

Undang-undang yang mengatur tentang merek;

Undang-undang yang mengafur tentang pengelolaan lingkungan hidup;
Undang-undang yang mengaiur tentang ketenagakerjaan; |
Undang-undang yang mengafur tentang perbankan;

Undang-undang yang mehgatur tentang perlindungan Konsumen,

3

=

a v o
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r. Undang-undang yang mengatur tentang larangan praktek monopoli dan

persaingan usaha tidak sehat;
s. Undang-undang yang mengatur tentang arbitrase dan alternatif pilihan

penyelesaian sengketa;
t. Undang-undang yang mengatur tentang penataan ruang.
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BAB 2
USAHA JASA KONSTRUKSI

2.1 Kondisi Jasa Konstruksi Nasional
- Pada akhir dekade yang lalu usaha jasa konstruk3| telah mengaiagﬁi?m:agkatan

ﬁém anfaatan

 bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan d%

sumber daya manusia, modal, dan teknologi dgiam pgnyelenggaraan jasa
b Gt
,“a*’

konstruksi belum sebagaimana yang dlharapkaep z
Dengan tingkat kualifikasi dan klnerja terséb({;“.‘lﬁg @@g‘a‘w mumnya pangsa pasar

e

pemenuhan kewajlbannya serta pemenuhan terhadap ketentuan yang terkait
dengan aspek keamanan kesetamatan, kesehatan dan Ilngkungan yang dapat

"”a masih rendahnya kesadaran masyarakat akan manfaat dan arti

| konstruksi  yang mampu mewuludkan ketertiban dalam

a. Faktor internal, yakni :
1) .Masih adanya kelemahan dalam manajemen, penguasaan teknologi, dan
permodalan, serta keterbatasan ténaga ahli dan tenaga terampil;
2) Belum tertatanya secara utuh dan kokoh struktur usaha jasa konstruksi yang
tercermin dalam kenyataan belum terwujudnya kemitraan yang sinergis antar

penyedia jasa dalam berbagai klasifikasi dan/atau kualifikasi.

b. Faktor eksternal, yakni : . _
1) Masih adanya kekurangsetaraan hubungan kerja antara pengguna Jasa dan

penyedia jasa;
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2) Belum mantapnya dukungan berbagai sektor secara langsung maupun fidak
langsung yang mempengaruhi kinerja dan keandalan jasa konstruksi'
nasional, antara lain akses kepada permodalan, pengembangan profesi
keahlian dan profesi keterampilan, ketersediaan bahan dan komponen

bangunan yang standar;

3)

parsial dan sektoral.

: Menglngat jasa konstruksi nasional tersebut merupakan: .Ii‘atii;\__ u potensi

Pembangunan Nasional dalam mendukung perlu ﬁﬁ%%g%%ﬂ usaha dan
kesempatan kerja serta penerlmaan negara, mak Hej jagas!

perlu ditumbuhkembangkan agar lebih mamfsu?lﬁerpe

Nasional.

Konstruksi
Dalam rangka peningkatan:
iklim usaha yang kondus

a. Terbentu knya kepran

orang perseorangan,
Tanggung jawab profesional yakni penegasan atas tanggung jawab terhadap

hasil pekerjaannya;

4) Terwujudnya perlindungan bagi pekerja konstruksi yang meliputi : kesehatan
dan keselamatan kerja, serta jaminan sosial; _

5) Terselenggaranya proses pengikatan yang terbuka dan adil, yang dilandasi
oleh persaingan yang sehat;

6) Pemenuhan kontrak kerja konstruksi yang dilandasi prinsip kesetaraan
kedudukan antarpihak dalam hak dan kewajiban dalam suasana hubungan
kerja yang bersifat terbuka, timbal balik, dan sinergis yang memungki.nkaln
para pihak untuk mendudukkan diri pada fungsi masing-masing -secara

konsisten

2-2



Pelatihan Kepala Proyek Pekerjaan SDA WUUJK, Etika Profesi dan Etos Kerja

b. Dukungan pengembangan usaha, meliputi :
1) Tersedianya permodalan termasuk pertanggungan yang sesuai dengan
karakteristik usaha jasa konstruksi;
2) Terpenuhinya ketentuan tentang jaminan mutu;

3) Berfungsinya asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi dalam memenuhi
gh, jmbal jasa

kepentingan anggotanya termasuk memperjuangkan keten mbe
3 pphtts

yang adil;
c. Berkembangnya partisipasi masyarakat, yakni, nya: kesadaran
masyarakat akan mendorong terwujudnya tertib j%a koﬁét‘fuf?él serta mampu

‘-ﬁé”ﬁ

untuk mengaktuallsaS|kan hak dan kewajlbamﬁ%
i

d. Qsj,an pengawasan yang dilakukan

"nstrukm bagi para plhak dalam

R
Pasal 1 UU No. 18/1999 pekerjaan konstruksi yang merupakan
atau sebagian rangkalan kegiatan perencanaan dan/atau

Pekerjaan arsitektural yang mencakup antara lain : pengolahan bentuk dan
masa bangunan. berdasarkan fungsi serta persyarétan yang diperlukan setiap
pekerjaan konstruksi;

b. Pekerjaan sfpil yang mencakup antara lain : pembangunan pelabuhan, bandar
udara, jalan kereta api, pengamanan pantai, saluran irigasi‘kanal, bendungan,
terowongan, gedung, jalan dan jembatan, reklamasi rawa, pekerjaan
pemasangan perpipaan, pekerjaan pemboran, dan pembukaan lahan;

c. Pekerjaan mekanikal dan elektrikal yang merupakan pekerjaan pemasangan

produk-produk rekayasa industri;
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d. Pekerjaan mekanikal yang mencakup pekerjaan antara fain : pemasangan
turbin, pendirian dan pemasangan instalasi pabrik, kelengkapan in'stélasi
bangunan, pekerjaan pemasangan perpipaan air, minyak,rdan gas,

e. Pekerjaan elektrikal yang mencakup antara lain : pembangunan jaringan
transmisi dan distribusi  kelistrikan, pemasangan instaiasi kelistrikan,
telekomunikasi beserta kelengkapannya; \

Pekerjaan tata lingkungan yang mencakup antara lain : pe§gr aa

khusus untuk pekerjaan-pekerjaan k kons
a. Pelaksanaan konstruksi yang bercm

Pembatasan jepls peker;aan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan

terhadap para plhak maupun masyarakat atas risiko pekerjaan konstruksi.

an atau usaha kecil.

untuk pekerjaan konstruksi yang’berisiko besar danfatau yang

Glooi tinggi dan/atau berbiaya besar harus dilakukan oleh badan usaha yang

él_’bentuk perseroan terbatas (PT) atau badan usaha asing yang dipersamakan.

. Bentuk badan usaha nasional dapat berupa badan hukum seperti : Perseroan
Terbatas (PT), Koperasi, ataupun bukan badan hukum seperti : CV, atau Firma.
Sedangkan badan usaha asing adalah badan usaha yang didirikan menurut hukum
dan berdominisili di negara asing, memiliki kantor perwakilan di Indonesia, dan

dipersamakan dengan badan hukum Perseroan Terbatas (PT).

2.5 Persyaratan Usaha Jasa Konstruksi

2.5.1 Badan Usaha
Badan usaha baik selaku perencana konstruksi, pelaksana konstruksi

maupun pengawas konstruksi dlpersyaratkan memenuhi perizinan usaha di
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bidang konstruksi, dan memiliki sertifikat klasifikasi dan kualifikasi

perusahaan jasa konstruksi.
Perizinan usaha tersebut yang mempunyai fungsi publik dimaksudkan untuk
melindungi masyarakat dalam usaha dan/atau pekerjaan jasa konstruksi.

Sedangkan penetapan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi

S|§n melalui

bertujuan untuk membentuk struktur usaha yang kokoh da% £
"’ﬁ%g‘h

kemitraan yang sinergis antar pelaku usaha jasa konstruksi, ° :
Klasifikasi usaha jasa konstruksi dilakukan untuk me Ke ampuan
badan usaha dan usaha orang perseorangan unty, nakan pekerjaan

berdasarkan nilai pekerjaan, dan kualifikasi qu@ﬁ’a Jﬁﬁ%k%t%truks dilakukan

untuk melaksanakan berbagai sub peke'" 2
Standar klasifikasi dan kualfi kasyk ah

kualifikasi, dan sertifikasi.

. kiasifikasi,

h jasa berskala kecil pada dasarnya melibatkan pengguna
nyed|a jasa orang perseorangan atau usaha kecil. Untuk tertib
ggaraan jasa Konstruksi ketentuan yang menyangkut keteknikan
Misalnya sertifikasi tenag'a ahli harus tetap dipenuhi secara bertahap
rgantung kondisi setempat. Namun penerapan ketentuan perikatan dapat
disederhanakan dan permilihén penyedia jasa dapat dilakukan dengan cara
pemilihan langsung sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (3) UU No. 18/1999.

2.5.2 Orang Perseorangan
Mengenai persyaratan bagi orang perseorangan yang bekerja di bidang jasa
konstruksi diatur dalam Pasal @ UU No. 18/1999 sebagai berikut .
a. Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi.
Perencana konstruksi dan ‘pengawas konstruksi orang perseorangan
harus memiliki sertifikat keahlian,

b. Pelaksaha konstruksi.
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Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat
keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.

c. Perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau pelaksana
konstruksi yang bekerja di badan usaha.

Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai
_“tertentu

.....

perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tgf
dalam badan usaha pelaksana harus memiliki sertlflka‘}kg‘é

N

Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan: J(e ""knlkana yéng bekerja
pada pelaksana konstruksi harus mem |ng ke%e‘%ﬁ‘tpﬂan kerja dan

keahlian kerja.

n'g-dilakukan oleh badanflembaga yang
tugas-tugas tersebut. Proses untuk

gi’&dang usaha jasa konstruksi.
mklasrfnkas: dan kuafifikasi keterampilan dan keahlian kerja
;ua untuk terwujudnya standar produktivitas kerja dan mutu hasil kerja
efigan memperhatikan sténdar imbal jasa, serta kode etik profesi untuk

mendorong tumbuh dan berkembangnya tanggung jawab profesional.

2.5.3 Tanggung Jawab Profesional _

Badan usaha maupun orang perseorangan yang melakukan pekerjaan
konstruksi baik sebagai perencana, pelaksana maupun pengawas harus
bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya baik terhadap kasus
kegagalan pekerjaan konstruksi maupun terhadap kasus kegagalan
bangunan.

Tanggung jawab profesuonal tersebut dilandasi pﬂnsnp—pnnsm keahlian
sesuai dengan kaidah kellmuan, kepatutan, dan ‘kejujuran intelektual

dalam menjalankan pro'fesihya dengan mengutamakah kepentingan umum.

2-6
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Bentuk sanksi yang dikenakan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab
tersebut dapat berupa : sanksi profesi, sanksi administratif, sanksi pidana,
atau ganti rugi.

Sanksi profesi tersebut berupa : peringatan tertulis, pencabutan keanggotaan
asosiasi, dan pencabutan settifikat keterampilan atau keahiian kerja.

Sanksi administratif tersebut berupa : peringatan tenuli?;%ukkan
dalam daftar pembatasan/larangan kegiatan kegiatan »ﬁafa&_g’fﬁpemébutan

sertifikat keterampilan atau keahiian kerja.
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BAB 3
PERAN MASYARAKAT

3.1 Hak Masyarakat Umum
Masyarakat berhak untuk : ~ f o
a.

maupun pemanfaatan hasil- has;lnya )

b. memperoleh penggantian yang layak atas k ﬁ" fan’
Iangsung sebagai akibat penyeienggaraan pé i
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawa“’%éﬂf e:'*"

Masyarakat yang dirugikan akibat. -pe_n;r e:,,ng“gajjaarﬁi pekerjaah konstruksi berhak
gcara orang perseorangan, kelompok

mengajukan gugatan ke pengadilé ‘
asa maup:n; kelompok orang tidak dengan kuasa

orang dengan pembenan
melalui gugatan pemaégga
Jika diketahui bahwa ‘arakat menderita sebagai akibat penyelenggaraan
pekerjaan konstrukm sedemlklan rupa sehingga mempengaruhi peri kehidupan
pokok masyarakat Pemerlntah wajib berpihak pada dan dapat bertindak untuk

Wa asyarakat Umum

masyarakat mempunyai hak-hak sebagaimana tersebut di atas, dengan
ﬁakna bahwa setiap orang turut berperan serta dalam menjaga ketertiban dan
%ﬁ‘emenuhi ketentuan yang berlaku di bidang jasa konstruksi, masyarakat juga

berkewajiban :
a. menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang

pelaksanaan jasa konstruksi;
b. turut mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan

kepentingan umum

3.3 Masyarakat Jasa Konstruksi
Masyarakat jasa konstruksi merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai
kepentingan danfatau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan

jasa konstruksi.
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Penyelenggaraan peran ‘masyarakat jasa konstruksi tersebut dilakukan melaiui
suatu forum jasa konstruksi dan khusus untuk pengembangan jasa konstruksi

dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri.

3.4 Forum Jasa Konstruksi
Forum jasa konstruksi tersebut terdiri atas unsur-unsur :

a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi;

asosiasi profesi jasa konstruksi;

masyarakat intelektual;
organlsasr kemasyarakatan yang berkaltan %ﬁg %rkgp

¥ o

P oo o

=h

instansi Pemerintah; dan ;
g. unsur-unsur lain yang dlanggap perlu

Dalam rangka upaya menumbuhkemb gkanA usaha jasa konstruksi nasional, forum

jasa konstruksi berfungg Unituk °

a. menampung dan nﬁenydlurkan aspirasi masyarakat;

b. membahas:_dan me\ri __..uskan pemikiran arah penegembangan jasa konstruksi

nasmnal i
c. tumbuh Qamb gﬁibangnya peran pengawasan masyarakat,

5 )s‘ Tt T y
d Iﬁi “be%?gsukan kepada Pemerintah daiam merumuskan pengaturan,
: aan, dan pengawasan. '

LYY
5 I embaga Pengembangan Jasa Konstruksi

-\;,,;_lgembaga jasa konstruksi yang melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dan
bersifat independen dan mandiri tersebut beranggotakan wakil-wakil dari:

a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi;

b. asosiasi profesi jasa konstruksi;

c. pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan jasa konstrukst; dan

d. instansi Pemerintah yang terkait.

Lembaga jasa konstruksi tersebut bertugas :
a. melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;

b. menyelenggarakan pendidikan dan'pelatihan jasa konstruksi;
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¢. melakukan registrasi tenaga kerja, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan
sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;

d. melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi,

e. mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahii di

bidang jasa konstruksi.
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- BAB4
PENGIKATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

41 Para Pihak

Dalam pekerjaan konstruksi dikenal adanya para pihak yang meng%ggkgn ikatan
kerja berdasarkan hukum yakni pengguna jasa dan penyedia jasa. :
Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai hembe

- pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstr ksi:
Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau ba%ag&gy hg@%eglatan usahanya
menyediakan layanan jasa konstroksi. ’*— Y ki
Pengertian orang perseorangan adalah warga neﬁa Tﬁdiﬁé’ﬁ% atau warga negara

asing, dan pengertian badan adalah badan usaﬁaeatau‘ﬁukan badan usaha, baik

Indonesia maupun asing.

Badan usaha dapat berbentuk badjén h ! : Perseroan Terbatas (PT),

Badan yang bukan badan 'us;;ha bél_fbentuk badan hukum seperti : instansi dan
%
ah %,

esf%aersamgan yang sehat sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang

|persyara_tkan

4.2 Ketentuan Pengikatan ‘
Pengikatan merupakan suatu proses yang ditempuh oleh pengguna jasa dan
penyédia jasa pada kedudukan yang sejajar dalam mencapai suatu kesepakatan
untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi. Dalam setiap tahapan proses ditetapkan
- hak dan kewajiban masing-masing pihak yang adil dan serasi dengan sanksi.
Pengikatan dalam hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip
" persaingan yang sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan caré pelelangan
umum atau pelelangan terbatas. Namun dalam keadaan tertentu, penetapan
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penyedia jasa tersebut dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung atau

penunjukan langsung.

Prinsip persaingan yang sehat mengandung pengertian antara lain :

a. diakuinya kedudukan yang sejajar antar pengguna jasa dan penyedia jasa;

b. terpenuhinya ketentuan asas keterbukaan dalam proses pemilihan dan
penetapan; '

c. adanya peluang keikutsertaan dalam setiap tahapan persamgé,g :
penyedia jasa sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang %{})er ara

d. keseluruhan pengertian tentang prinsip persamgan ¥: gﬁ; t’stersebut di atas

‘ w%&engan baik oleh

g

semua pihak serta bersifat mengikat o

Dengan pemilihan atas dasar prinsip yang‘m%é at.., i'@r’sebut pengguna jasa
d é »gg;
mendapatkan penyedia jasa yang algdal dM‘%gm;ﬁunyal kemampuan untuk

jasa yang semakin berk jalitss dart mampu bersamg
F‘ea

Pemilihan yang didasdikar atas persalngan yang sehat dilakukan secara umum,

terbatas ataupun langsu’_

# yang sangat terbatas atau hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak;
\@&ﬂ pekerjaan yang perlu dirahasiakan, yang menyangkut keamanan dan
| keselamatan negara,
d. pekerjaan yang berskala kecil.

Dokumen pemilihan penyedia jasa yang disusun oleh pengguna jasa dan dokumen
penawaran yang disusun oleh penyedia jasa berdasarkan prinsip keahlian bersifat
mengikat antara kedua pihak dan tidak boleh diubah secara sepihak sampai dengan

penandatanganan kontrak kerja konstruksi.
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4.3 Kewajiban Dan Hak Para Pihak _
Tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat terwujud melalui antara iain
" melalui pemenuhan hak dan kewajiban dan adanya kesetaraan kedudukan para .
pihak terkait. '
Dalam rangka terjaminnya kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan
penyedia jasa, maka dalam undang-undang mengenal jasa ko '
ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam prose% _g gas

A

seimbang.

a. mengumumkan secara luas melalui media

setiap pekerjaan yang ditawarkan de gafa S'&aré “"’“"pé’lélangan umum atau

Pelelangan terbatas; w’***w- %}j‘ ‘3 .

3) persyaratan kontrak mencakup syarat umum dan syarat khusus; dan

4) ¥ kegéﬁu&nﬁem@ﬁam

tapangan apabila diperlukan;
kY : memberikan tanggapan terhadap sanggahan dari penyedia jasa;
f.  menetapkan penyedia jasa secara tertulis sebagai hasil pelaksanaan pemmhan
dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang;
g. mengembalikan jaminan penawaran bagi penyedia jasa yang kalah sedangkan
bagi penyedia jasa yang menang mengikuti ketentuan yang diatur dalam

dokumen pelelangan,;
h. menunjukkan bukti kemampuan membayar,
_i.  menindaklanjuti penetapan tertulis tersebut dengan suatu kontrak kerja
konstruksi untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang
secara adil dan seimbang serta dilandasi dengan itikad baik dalam

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
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Hak pengguna jasa dalam pengikatan :
a. memungut biaya penggandaan dokumen pelelangan

mengganti biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa -untuk penyiapan
pelelangan jika pengguna jasa membatalkan pemilinan penyedia jasa; dan

memberikan penjelasan tentang risiko pekerjaan termasuk kondisi dan bahaya
yang dapat tlmbul dalam pekerjaan konstruksi dan mengadakan peninjauan

lapangan apabila diperlukan.

terbatas dari penyedla Jasa (Sesuai dengan ketentuan

keselgﬁrgian .,rijtesehatan kerja, dan peralatan berdasarkan prinsip keahlian

?gmﬁ*

W’Hak penyedia'jasa dalam pengikatan :

a.

b
c.
d
e

memperoleh penjelasan pekerjaan,

. melakukan peninjauan lapangan apabila diperlukan;

mengajukan sanggahan terhadap pengumuman hasil lelang;
menarik jaminan penawaran bagi penyedia‘jasa yang kalah; dan

.e. mendapat ganti rugi apbila terjadi pembatalan pemilihan jasa yang tidak sesuat

dengan ketentuan dokumen lelang.
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4.4. Kontrak Kerja Konstruksi

Sesuai ketentuan Pasal 1 UU No.18/1999, kontrak kerja konstruksi (K3) adalah
keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan
penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Kontrak kerja pada dasarnya dibuat secara terpisah sesuai tahapan dalam
pekerjaan konstruksi yang masing-masing untuk pekerjaan pelaksar;aéég, dan umtuk

dalam satu kontrak kerja konstruksi.

Kontrak Kerja konstruksi dibedakan berdasarkaj ' grﬁy}@@%alan jangka waktu
pelaksanaan, dan cara pembayaran hasil pekeri :
a. Kontrak kerja konstruksi berdasarkan‘hgntuk nbalan terdiri dari :
1) Lump Sum; |
2} Harga Satuan;,
3) Biaya Tambah Imbal L:'_%a_sa; e
4) Gabungan Luﬁg‘e&i m-dat Harga satuan
5) Aliansi. %3

Kontrak kerja konstruksi berdasarkan cara pembayaran hasil pekerjaan terdiri
dari : 7

1) Sesuai kemajuan pekerjaan; atau

2) Secara berkala

Kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya mencakup uraian mengenai :

a. Para pihak, yang memuat secara jelas identitas para pihak;

b. Rumusan pekerjaan, yang memuat ura'ian yang jelas dan rinci tentang lingkup
kerja, nilai pekerjaan, ‘dan batasan waictlj pelaksanaan;

c. Masa pertanggungan dan/atau pemeliharaan, yang memuat. tentang janglga
waktu pertanggungan dan/atau pémeliharaan yang menjadi tanggung jawab

penyedia jasa,
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d. Tenaga ahli, yang memuat ketentuan tentang jumiah, klasifikasi dan kualifikasi
tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi;

e. Hak dan kewajiban, yang memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil
pekerjaan kongtruksi serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang
diperjanjikan serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan
jasa serta kewajibannya melaksanakan pekerjaan konsftruksi; _ {”mﬁ

perigoina jasa

f. Cara pembayaran, yang memuat ketentuan tentang kewajiba

dalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruks_‘__i:;

1)
2} Melaksanakan apa yang dipe:jgiajika pi tidak sesuai dengan yang

diperjanjikan; dan/atau |
3) Melakukan apa yang d;peqanﬂkan etapf terlambat; dan/atau

4) Melakukan sesuatu yang m urut perjanjian tidak boleh ditakukannya.

Yang d;maksud dep gan ‘tanggung jawab, antara lain, berupa pemberian
kompensas.--: penggant;an b:aya dan atau perpanjangan waktu, perbaikan atau

yang memuat ketentuan tentang tata cara

Penye!esaiah perselisihan memuat tentang fatacara penyelesaian perselisihan
vang diakibatkan antara lain oleh ketidaksepakatan dalam hal pengertian,
penafsiran, atau pelaksanaan berbagai ketentuan dalam kontrak kerja konstruksi
serta ketentuan tentang tempat dan cara penyelesaian.

Penyslesaian perselisihan ditempuh melalui antara lain musyawarah, mediasi,

arbitrase, ataupun pengadilan.

i. Pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang memuat ketentuan tentang
pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya

kewajiban salah satu pihak;
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j. Keadaan memaksa (force majeure), yang memuat ketentuan tentang kejadian
yang timbul di luar kemampuan para pihak, yang menimbulkan kerugian bagi

salah satu pihak;

Keadaan memaksa mencakup :
1) Keadaan memaksa yang bersifat muflak (absoluf) yakni Wak tidak
mungkin melaksanakan hak dan kewajibannya; By
2) Keadaan memaksa yang tidak bersifat mutlak (relatif),;ya
dimungkinkan untuk melaksanakan hak dan kewajgbaﬂé)’rg 5 &
Risiko yang diakibatkan oleh keadaan memaksa qgﬁa?ﬂz%h%;ﬁhﬂkan oleh para

i

N7

il

LT 1T =
uaéggntang kewajiban penyedia jasa
o

ai

dan pengguna jasa atas kegagalan

W, T,

Perlindungan pekerja, yang ‘“mém

Periindungan peker) sua,
dan kesehatan kerja, ‘Seffa undang-undang mengenai jaminan sosial tenaga kefja.

) f}*ﬁ-ff: : “ |
ek gl

<

':‘,.‘\;
Spel’ lingkungan mengikuti ketentuan undang-undang mengenai pengelolaan

Di samping ketentuan di- atas, ketentuan lain mengenai kontrak kerja konstruksi.

yakni : ‘

a. Untuk pekerjaan perencanaan harus memuat ketentuan mengenai hak atas
kekayaan intelektual yang diartikan sebagai hasil inovasi perencana konstruksi
dalam suatun pelaksanaan kontrak kerja konstruksi baik bentuk hasil akhir
perencanagan dan/atau bag'ian-bagiannya yang kepemilikannya dapat
diperjanjikan. _
Penggunaan hak atas kekayaan intelektual yang sudah dipaténkan harus
dilindungi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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b. Kontrak kerja konstruksi untuk kegiatan pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi
dapat memuat ketentuan mengenai ketentuan tentang sub penyedia jasa serta
pemasok bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan yang harus
memenuhi standar yang berlaku.

C. Kontrak kerja konstruksi dapat memuat kesepakatan para pha';:- tentang

pemberlan insentif.

yang éfzperjanjikan dengan tetap menjaﬁ %hu%w%éguaz dengan yang

“dalam dokumen yang terdiri dari sekurang-kurangnya :

a. Surat perjanjian, yang ditandatangani pengguna jasa dan penyedia jasa dan
memuat antara lain :
1} uraian para pihak;
2) konsiderans;
3) lingkup pekerjaan;
4) hal-hal pokok seperti nilai kontrak, jangka waktu pelaksanaan; dan
5) daftar dokumen-dokumen yang mengikat beserté urutan keberlakuannya.
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b. Dokumen lelang yaitu dokumen yang disusun oleh pengguna jasa yang
merupakan dasar bagi penyedia jasa untuk menyusun usulan atau penawaran
untuk peiaksanaan tugas yang berisi lingkup tugas dan persyaratannya (umum,

khusus, teknis, administratif, dan kondisi kontrak);

c. Usulan atau penawaran, yaitu dokumen yang disusun olef;?,penyedta jasa
aran,”; Jadwai

berdasarkan dokumen lelang yang berisi metode, hargagp eha

waktu, dan sumber daya;

d. Benta acara berisi kesepakatan yang terjadi antagﬁ ﬁeﬁﬁéﬁ‘i‘hfasa dan penyedla

4

éa?o]g'l;ﬁ'pengguna jasa antar

jasa selama proses evaluasi usulan atau peﬁgw
lain Klarifikasi atas hal-hal yang menimbulka - Kersagu “raguan; -

e. Surat pernyataan dari pengguna jasa menyatakan menerima atau menyetujui

usulan atau penawaran dari pehyediajasa; dan
& EaRS

f. Surat pernyataan ﬁgan penysdla jasa yang menyatakan kesanggupan untuk

melaksanakan pékerjaan
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5.1

BAB 5
PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Kegiatan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi
Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi beberapa yakni diry

perencanaan yang meliputi : prastudi kelayakan, studi kelayak:

umum, dan perencanan teknik dan selanjutnya diikuti deré};gan,\
beserta pengawasannya yang meliputi : pelaksanaaqﬁgﬂ,si, 5
dan penyerahan bangunan. _ fﬂ #%
Masing-masing tahap penyelenggaraan pekerjaa%k éigg.gs? ﬁrsebut dilaksanakan

melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, darpx i

a. Kegiatan penyiapan meliputi Kegla an @y

konstruksi untuk memenuhi berbag_‘ yaratan_ yang diperlukan dalam

memulai pekerjaan perencanaanrata ;énksanaan fisik dan pengawasan.
b. Kegiatan pengerjaan mehputl : |
1) Dalam tahap perencanaan merupakan serangkaian Kegiatan yang

:_ laporan tentang tingkat Kkelayakan, rencana

umum/induk, déi’h"réhdéha teknis.
2) Dalam tahap pelaksanaan merupakan serangkalan kegiatan pelaksanaan

ngakhlran, yang berupa kegiatan untuk menye[esaikan

nggaraan pekerjaan konstruksi meliputi :

J'am tahap perencanaan, dengan disetujuinya laporan akhir dan
dilaksanakan pembayaran akhir.

2) Dalam tahap pelaksanaan dan pengawasan, dengan dilakukannya
penyerahan akhir bangunan dan dilaksanakannya pembayaran akhir.

5.2 Ketentuan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi

Untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi

penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang :

a. Keteknikan, yang meliputi  persyaratan keselamatan umum, konstruksi
bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan,
dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;

b. Keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesual -

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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c. Perlindungan sosial tenaga ketja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi
. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang bertaku.

5.3 Kewajiban Para Pihak Dalam Penyelenggaraan Pekerjaan Konsgtggggg

Kewajiban para pihak dalam penyelenggaraan pekerjaan konstélﬁsiﬁf)alkadalam

kegiatan penyiapan, dalam kegiatan pengerjaan,

pengakhiran meliputi :
a. Dalam kegiatan penyiapan :
1) peéengguna jasa, antara lain :

b) membenkan‘ Jamlnan uang muka kepada pengguna jasa apabila

'perjanjlkan

1) pengguna jasa, antara lain :
memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan kontrak kerja konstruksi dan
menanggung semua risiko atas ketidakbenaran permintaan, ketetapan yang
dimintanya/ditetapkannya yang tertuang dalam kontrak kerja;

2} penyedia jasa, antara lain :

mempelajari, meneliti kontrak kerja, dan melaksanakan sepenuhnya semua

materi kontrak kerja baik teknik dan administrasi, dan ménanggung segala

risiko akibat kelalaiannya.

c. Dalam kegiatan pengakhiran :
1) pengguna jasa, antara lain :
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memenuhi tanggung jawabnya sesuai kontrak kerja kepada penyedia jasa
yang telah berhasil mengakhiri dan melaksanakan serah terima akhir secara

teknis dan administratif kepada pengguna jasa sesuai kontrak kerja.

2) penyedia jasa, antara lain :
meneliti secara seksama keseluruhan pekerjaaan yang dilaksanakannya

serta menyelesaikannya dengan baik sebelum mengajuk g s%rah terima
aswx

akhir kepada pengguna jasa.

5.4 Sub Penyedia Jasa :
Dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi peny§§m asaﬂﬁnpat menggunakan
subpenyedia jasa yang mempunyai keakhlian kh;%us@g%m m%%r._*leng.;an masing-masing
tahapan pekerjaan konstruksi dengan ketentian Sab@gar@enkut
a. Subpenyedia jasa tersebut harus juga memen‘f.:hr-keiéntuan mengenai perizinan

usaha di bidang konstruksi, mengenai" kepemlllkan sertifikat klasifikasi dan

Epemmkan sertifikasi keterampilan kerja

kualifikasi perusahaan, dan meng@nal
dan sertifikat keahiian kerja
Jasa dibatasi oleh adanya tuntutan pekerjaan
¥ khusus dan ditempuh melalui mekanisme

b. Pengikutsertaan subgenygd

subkontrak denga__:w tldak mengurangl tanggung jawab penyedia jasa terhadap

seluruh haSII pekerjaannya

keterkaltan dengan penyedia jasa.

‘. Penyedia jasa wajib memenuhi hak-hak subpenyedia jasa sebagaimana
tercantum dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan subpenyedia
jasa, antara lain adalah hak untuk menerima pembayaran secara tepat waktu
dan tepat jumiah yang harus dijamin oleh penyedia jasa dan dalam hat ini
pengguna jasa mempunyai kewajiban untuk memantau pelaksanaan
pemenuhan hak subpenyedia jasa oleh pehyedia jasa.

f. Subpenyedia jasa wajib memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana
tercantum datam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan subpenyedia

jasa.
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5.5 Kegagalan Pekerjaan Konstruksi
Kegagalan pekerjaan konstruksi yang merupakan kegagalan yang terjadi selama
pelaksanaan pekerjaan konstruksi, adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang
tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak
kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan

pengguna jasa atau penyedia jasa.
Penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan pekérjas J@ﬁ;truksi
yang disebabkan kesalahan penyedia jasa atas biaya sendiri, '

Pemerintah berwenang untuk mengambil tindakal enti “apabila kegagalan
pekerjaan konstruksi mengaklbatkan keruglaaﬁgda@%@tag @gangguan terhadap

T o

keselamatan umum antara lain :
a. Menghentikan sementara pekerjaan{k nstrl":
b. Meneruskan pekerjaan dengan persyamtarrtertentu
c. Menghentikan sebagian pekerjaa |

5.6 Kegagalan Bangunan
Sesuai ketentuan Pasa{ U o8/ 999, kegagalan bangunan adalah keadaan
bangunan yang setelah e#"att:ﬁerimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna
jasa, menjad_ ~'n'dal-: berfungsn baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau
tidak sesga‘i ﬁem yketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau

#
seya_ng menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa

guna jasa,

' ngsinya' bangunan tersebut adalah baik dari segi feknis, manfaat,
% @K@selamatan dan kesehatan kerja dan atau keselamatan umum.

; \.;Eengguna Jasa dan penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas Kkegagalan

bangunan.
Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa sanksi administratif, sanksi
profesi, maupun pengenaan ganti rugi. -
5.6.1 Jangka Waktu Pertanggungjawaban
Jangka wakitu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditentukan
sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dengan paling lama 10
tahun sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.
Penanggungjawaban atas kégaga!an bangunan untuk perencana konstruksi

mengikuti kaidah teknik perencanaan dengan ketentuan sebagai berikut : -
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a. selama masa tanggungan atas kegagalan bangunan di bawah 10
{sepuluh) tahun berlaku ketentuan sanksi profesi dan ganti rugi;

b. untuk kegagalan bangunan lewat dari masa tanggungan dikenakan
sanksi profesi.

Penetapan umur konstruksi yang direncanakan harus secara jelas dan tegas

kontrak

kerja konstruksi.
Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagala

5.6.2 Penilaian Kegagalan Bangunan
Penetapan kegagalan bangunan dilal

independen dan mampu memberikaﬁ ;jpenllalan secara obyektif dan

profesional dengan ketentuan sebagal berikut :

a. Penilai ahli harus; dlbentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan
sejak dlterlmanya laporan mengenal terjadinya kegagalan bangunan;

b. Penilai ahl‘f‘ :iftah pemiar ahli di bidang konstruksi;

C. Penrlal ahhnyar-ig terdiri dari orang perseorangan atau kelompok orang
atau badan usaha dipilih dan disepakati bersama oleh penyedia jasa dan

.pengguna Jgsa

a. menetapkan sebab-sebab terjadinya kegagalan bangunan:
b. menetapkan tidak berfungsinya sebagian atau keseluruhan bangunan;
¢. menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan
serta tingkat dan sifat kesalahan yang dilakukan;
' d. menetapkan besarnya kerugian, serta usulan besarnya ganti rugi yang
harus dibayar oleh pihak atau pihak-pihgak yang melakukan kesalahan:
€. menetapkan jangka waktu pembayaran karugian.

Penilai ahli berwenang untuk :
a. menghubungi pihak-pihak terkait untuk memeperoleh keterangan yang

diperiukan,;
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b. memperoleh data yang diperlukan;
¢. melakukan pengujian yang diperlukan;
d. memasuki lokasi tempat terjadinya kegagalan baﬁgunan.

Penilai ahli berkewajiban untuk melaporkan hasil penilaiannya kepada pihak

yang menunjuknya dan menyampaikan kepada Lembaga Pengembangan
: . paling

Jasa Konstruksi dan instansi yang mengeluarkan izin m

lambat 3 (tiga) bulan setelah melaksanakan tugasnya.

5.6.3 Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penyediagagsa .
Jika terjadi kegagalan bangunan yang tg? Q@}ent butkan kerugian bagi

g
;.’5*#‘

pihak lain, yang disebabkan kesalaha a/pengawas atau pelaksana

konstruksi, maka kepada pere cana!pengawas atau pelaksana selain

e

dikenakan ganti rugi Wajlb Lngg‘ g jawab bldang profesi untuk

perencana/pengawas atau: sesua ng usaha untuk pelaksana.

ka‘_ ::menylmpan dan memelihara dokumen

Penyedia jasa konstruk51 d|w _

_ dirkega \’:‘L_;:_:_:»sbangunan selama jangka waktu pertanggungan
dan selama- Iamanya 10 (sepuluh) tahun sejak dilakukan penyerahan akhir
haSII pekerjaan konstruks:

,P' STer ng konstruk5| dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan
sebagal dari rencana yang diubah pengguna jasa dan atau
ﬁearﬁlssaﬁg konstruksi tanpa persetujuan tertulis dari perencana konstruksi

bpenyedia jasa berbentuk usaha orang perseorangan dan atau badan
k “{saha yang dinyatakan terkait dalam terjadinya kegagalan bangunan

bertanggung jawab kepada penyedia jasa utama.

5.6.4 Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pengguna Jasa
Pengguna jasa wajib melaporkan terjadinya kegagalan bangunan dan
' tindakan-tindakan yang diambil kepada menteri yang bertanggung jawab
dalam bidang konstruksi dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
Pengguna jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang
disebabkan oleh kesalahan pengguna jasa termasuk karena kesalahan
dalam pengelolaan. Apabila hal tersebut menimbulkan kerugian bagi épihak :

lain, maka pengguina jasa wajib bertanggung jawab dan dikenai ganti rugi. -
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5.6.5 Ganti Rugi Dalam Hal Kegagalan Bangunan
Pelaksanaan ganti rugi dalam hal kegagalan bangunan dapat dilakukan
dengan mekanisme pertanggungan pihak ketiga atau asuransi, dengan
ketentuan : _
a. persyarétan dan jangka waktu serta nilai pertanggungan ditetapkan atas
dasar kesepakatan;
b. premi dibayar oleh masing-masing pihak, danhbiayazﬁp ‘g&"f‘rpenjadi

bagian dari unsur biaya pekﬂrjaan konstruksi.

jasa.
Besarnya kerugian yang ditetapka\

mengikat.

Masyarakat yang dlruglkan aklbat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berhak

mengajukan gugatan ke pengadllan secara .

b. kelomp K af g,ng dengan pemberian kuasa,
"ﬁ% k%g‘b%rang tidak dengan kuasa melalui gugatan perwakilan.

"‘M ‘i§wﬂ|ﬁaksud dengan “hak mengajukan gugatan perwakilan “ adalah hak
ﬁelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah
mgl;zesar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, faktor hukum dan
‘“mketentuan yang ditimbulkan karena kerugian atau gangguan sebagai akibat kegiatan

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Gugatan masyarakat tersebut adalah berupa :

a, tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu;

b. tuntutan berupa biaya atau pengeluaran nyata;

c. ftuntutan lain.
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"Biaya atau pengeluaran nyata” adalah biaya yang nyata-nyata dapat dibuktikan
sudah dikeluarkan oleh masyarakat dalam kaitan dengan akibat kegiatan

penyelenggaraan pekeriaan konstruksi.

Khusus gugatan perwakilan yang diajukan oleh masyarakat tida{gad- yat berupa

tuntutan membayar ganti rugi, melainkan hanya terbatas gugata _
a. memohon kepada pengadilan agar salah satu pihak dalz nyelenggaraan
pekerjaan konstruksi untuk melakukan tindakan hukutﬁ'veﬁé y{éﬁél-berkaitan
dengan kewajibannya atau tujuan dari kontrak kerjza’géd straks “

b. menyatakan seseorang (salah satu piha k}§ %étah _:' slakukan  perbuatan

melanggar hukum karena melanggar . ang - telah ditetapkan

bersama dalam kontrak kerja konstruksij_"
c. memerintahkan seseorang (salah satuf-plhak)_.:yéng melakukan usahafkegiatan
tau memperbalki atau mengadakan

jasa konstruksi untuk memb--==e
:_onstruk51

penyelamatan bagi para '""k’erja jgs

5.8 LARANGAN PERSEKO GKOLAN

Dalam rangka terseléng d}anya proses pengikatan yang terbuka dan adil, yang
dilandasi oleh persalngan 'yang sehat serta terwujudnya tertib penyelenggaraan
pekerjaan. k ' dalam Pasal 55 PP No. 29/2000 tentang Penyelenggaraan

Jasa Kons ﬁ( d‘ tur ketentuan mengena: Iarangan persekongkolan di antara para

; menQatur dan atau menentukan pemenang dalam pelelangan umum atau
pelelangan terbatas sehingga mengakibatkan persaingan usaha yang tidak
sehat (termasuk antar penyedia jasa);

b. menakan nilai pekerjaan (mark up} yang mengakibatkan kerugian bagi

masyarakat dan atau keuangan Negara;

Pelaksana konstruksi dan atau subpelaksana konstruksi dan atau pengawas

konstruksi dan atau subpengawas konstruksi dilarang melakukan persekongkolan

untuk :

a. mengatur dan menentukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja
konstruksi yang merugikan pengguna jasa dah atau masyarakat; |




Pelatihan Kepala Proyek Pekerjaan SDA UUJK, Etika profesi dan Etos Kerja

b. mengatur dan menentukan pemasokan bahan dan atau komponen bangunan
dan atau peralatan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi yang

merugikan pengguna jasa dan atau masyarakat.

Atas pelanggararan‘ ketentuan tersebut di atas, pengguna jasa dan atau penyedia
jasa dan atau pemasok dikenakan sanksi sesuai peraturan perungan undangan
B g
£

yang berlaku.
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BAB 6
PENYELESAIAN SENGKETA DAN SANKSI

6.1 Umum

Kontrak kerja konstruksi senng menetapkan bahwa direksi pekerjaan adalah pihak

yang akan menafswkan atas ketentuan kontrak kerja konstruksi dan keputusannya
e

(workmanshlp) keputusan---dnreka pekerjaan tersebut blasanya dapat diterima
semua plhak Namun blla beda pendapat tersebut menyangkut kerja tambah,
tambah wakty, tambah biaya, denda dan sejenisnya, legalitas atau kewenangan

ada d%éarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara bertahap yakni
Mlmulaf dengan tahapan melalui perdamaian yaitu melalui perundingan langsung,
\:kemudlan kalau tidak berhasil menyelesaikan, dengan kesepakatan tertulis, tahap
kedua, yakni para pihak menunjuk atau meminta bantuan seorang atau lebih

penasehat ahli maupun mediator untuk menyelesaikan sengketa.

Jika cara tersebut belum juga menyelesaikan sengketa, maka dapat ditempuh
penyelesaian sengketa tahap ketiga yakni dengan menunjuk seorang mediator oleh
lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa atas permintaan
para pihak yang bersengketa,

Jika cara perdamaian melalui pilihan penyelesaian sengketa tersebut tldak dapat
dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis dapat mengajukan
usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc vang
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pelaksanaannya sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1989

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Walaupun tidak dinyatakan secara tegas, namun penyelesaian sengketa tersebut
tidak harus mengikuti prosedur alternatif penyelesaian tahap demi tahap mulai dari
tahap pertama sampai dengan tahap keempat, dan dapat saja megg""'aﬂggn tahap
tertentu. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan antara lai At

efisiensi penyelesaian, tidak adanya ketentuan yang seca

"“mengatur

keharusan mengikuti tahapan tersebut, adanya ;}g_e b :4-.:;'13'emilih cara
penyelesaian sengketa oleh para pihak yang e & + dan efektifitas
H i

penyelesaian,

Undang- undang Momor 30 Tahun 1999 1

konsultasi, negosiasi atau penilaian para ahli sesuai

hanyalah berlaku untﬁ){(’fjséh"g'k.eta di bidang perdata dan tidak berlaku untuk
‘sengketa di bidang pida‘ha'.

é:mpuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan plihan
“Secara sukarela para pihak yang bersengketa dan penyelesaian sengketa di luar
Jpengadilan tersebut tidak berlaku terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan

pekerjaan konstruksi.

Guna. mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai suatu sengketa jasa
konstruksi untuk menjamin kepastian hukum, jika dipilh upaya penyelesaian
sengketa di luar pengadilan gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh
apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak

yang bersengketa.
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6.2 PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN
Penyelesaian sengketa jasa konstruksi di luar pengadilan dapat ditempuh untuk :
a. masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan pengikatan dan penyelenggaraan
pekerjaan konstruksi; serta
b. dalam hal terjadi kegagalan bangunan.
Berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa, penyele@g’j

dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di luar pengadilan dapa
cara

a. melalui pihak ketiga, yaitu : “a

1) mediasi (yang ditunjuk oleh para pihak at qQ"a Arbitrase dan

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketél |

2) konsiliasi; atau

b. arbitrase melalui Lembaga Arbitrase atay Arbjtras

Penunjukan pihak ketiga tersebut dapa_ dilakukan sebelum sesuatu sengketa
terjadi, yaitu dengan menyepakatmya dan mencantumkannya dalam kontrak kerja

konstruksi.

harus disepakata dalam suatu akta tertulis yang ditandatangani para plhak sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pihak ketlga tersebut dapat

3 Al &
r:%éi%yele%man&%engketa secara mediasi atau konsiliasi tersebut dapat dibantu penilai

‘sebagai berikut :

a. oleh satu orang mediator;

b. mediator ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengkefa;

c. mediator tersebut harus mempunyai sertifikat keahlian yang ditetapkan oleh
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;

d. apabila diperiukan, mediator dapat minta bantuan penilai ahli;

e. mediator bertindék sebagai fasilisator yaitu hanya membimbing para pihak yang
bérsengketa untuk mengatur pertemuan dan mencapai suatu kesepakatan yang

dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
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Penyelesaian sengketa dengan menggunakan bantuan konsiliator dengan

ketentuan sebagai berikut |

a. oleh seorang konsiliator;

b. konsiliator ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa;

c. konsiliator harus mempunyai sertifikat keahlian yang ditetapkan oleh Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi; '

d. Kkonsiliator menyusun dan merumuskan upaya penyélesaia gyarkan

kepada para pihak;

e. jika rumusan tersebut disefujui oleh para. pihak maka solus; yang dibuat
é:ng chtuangkan dalam

konsiliator menjadi rumusan pemecahan mas:gﬂa
kesepakatan tertulis.

Semua kesepakatan tertulis dalam penyélesaian. s ngketa ‘melalui alternatif

penyelesaian sengketa melalui mu_ediqtd‘ consiliator  tersebut yang
ditandatangani kedua belah pihak be?‘s_ifé:t inal.;dan mengikat para pihak untuk
dilaksanakan dengan itikad baik. ", |

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa arbitrase dilakukan melalui

arbitrase sesuai peraturan perundang -undangan yang berlaku dan putusan arbitrase

bersifat final dan meng kal. : ,
Jika dlbandmgkan dengan Iembaga pengadilan maka lembaga arbitrase mempunyai

beberapa keleblhan antara lain :

péﬁgetahuan pengalaman, serta latar belakang yang relevan dengan masalah

i yang disengketakan, di samping jujur dan adil;

J-d. para pihak dapat menetukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya
termasuk proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; '

e. putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dengan tata
cara {prosedur) yang sederhana dan langsung dapat dilaksanakan.

Badan arbitrase nasional di Indonesia yang bertugas menyelesaikan sengketa

dagang baik yang bersifat domestik maupun internasional adalah Badan Arbitrase

Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan atas prakarsa Kamar Dagang dan Industri

Indonesia (KADIN) dan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang

didirikan atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI) |
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6.3 Sangsi
Atas pelanggaran Undang-undang Jasa Konstruksi tersebut, kepada para

penyelenggara pekerjaan konstruksi dapat dikenai sanksi berupa dan atau denda

dan atau pidana.

Sanksi administratif dapat dikenakan kepada penyedia jasa berupa:

a. peringatan tertulis;
penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi;
pembekuan izin usaha danfatau profesi;

® o o T

pencabutan izin usaha dan/atau profesi.

pembatasan kegiatan usaha dan/ata profesn

larangan sementara penggunaan hasu pekerjaan konstruksi;
A

pembekuan izin pe ab;sanaan pekerjaan konstruksi;

"o a6 T oo

pencabutan izin peiaksanaan pekerjaan konstruksi.

'at’ayfdenda dapat dikenakan kepada barang siapa yang !

a m kuk ngia réncanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan

S, h% g
%‘% keﬁkﬁ;ﬁﬁdan mengakibatkan kegagatan pekerjaan konstruksi atau
g ag‘hlan bangunan;
H. melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan

keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaann

Sanksi:

konstruksi atau kegagalan bangunan;

¢c. melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja
memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan
konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan
menyebabkan timbulnya kegagalan pekérjaan konstruksi atau kegagalan

bangunan.
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BAB 7
ETIKA PROFESI

7.1 Umum

di Indoneisa menghadapl dua sisi tantangan, tantangap-d d‘au (arus globalisasi)
' g
dan tantangan dari dalam yang merupakgnf iantén%’al‘i’w’fdlnnya sendiri
(profesmnahsme) yang kesemuanya itu harus daﬁu%t a%aiﬁsméﬁgan tepat dan cepat.
e B it

Dalam profesionalitas pelaku konstruksi bldaﬁg“auiinb_‘ daya air harus ditingkatkan

‘fﬁ: yang mendukung seseorang

kesadaran terhadap nilai, kepercayaagw
dalam melaksanakan tugasnya sesua dengan ;;abatan kerja yang dimilikinya,
dimana etika dalam berkarya: terma K ‘ada pelaksanaan kegiatan konstruksi
dllapangan pelaku- pelaku_“‘“'asa konstruksn harus tampil dengan sikap morai yang
tlngg: untuk dapat nghaé'lk

spesifikasi yang dnbenka

pekerjaan yang sesuai dengan standar dan

Etika adalah berasal dan kata ethics dari bahasa Yunani ya|tu .Ethos" yang berarti

ghgharrriati lingkungan, dan mematuhi peraturan lainnya dalam kegiatan
Y G O \ , L. .
3 %ﬁg;}?iruksu dengan kata lain seorang tenaga kerja bidang sumber daya air
mpunyai nilai moralitas, yang berarti sikap, karakter atau tindakan apa yang

tanggung jawabnya untuk hidup dilingkungan sosial mereka dalam melaksanakan

kegiatan pekerjaan tersebut.

Masing-masing orang misalnya Pelaksana Saluran lIrigasi, Teknisi Penghitung
Kuantitas, pekefja, konsultan pengawas atau direksi teknik dan masyarakat
pengguna irigasi, mempunyai serangkaian nilai yang dimiliki masing-masing
individu; masing-masing individu menggabungkan nilai pribadi kedailam suatu
sistem sebagai suatu hasil dan sikap yang saling mempengaruﬁf dan saling
merefleksikan pengalaman dan intelegensinya sehingga terbentuk suatu kegiatan

secara sinergi.
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7.2 Nilai-nilai Profesional

Pelaksana Konstruksi, termasuk bagian dari pada itu, merupakan suatu profesi yang
didasarkan pada perhatian, nilai profesional berkaitan dengan kompetensi, dimana
nilai-nilai moral yang universal dikembangkan menjadi kode etik profesi yang
didasarkan pada pengalaman dalam setiap pelaksanaan konstruksi jalan di

beberapa tempat/wilayah. .

Etik
Etik menentukan sikap yang benar, mereka berkaltgﬁ‘*%

Meskipun efika dan ermg..-- digunakan bergantian, para ahli Etik

membedakannya dirnanav£tika ;fiénuhjuk pada keadaan umum dan serangkaian

'5‘ &f
deé"Eiﬂgh‘s@&am Kontraktor Indonesia (AKI)

x"‘@“é‘l;z’ilﬂgme.'njunjung tinggi dan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga AKI.
Berperilaku sebagai Kontraktor Nasional yang menghormati dan menghargai

.}3"

profesinya.

3. Bertindak untuk tidak mempengaruhi/memaksakan dalam memenangkan tender
atau mendapatkan kontrak.

4. Bertindak untuk tidak memberi atau menerima imbalan dalam memenangkan
tender atau mendapatkan kontrak.

5. Bertindak untuk tidak mendapatkan harga penawaran dan/atau data tender
sesama anggota yang masih dirahasiakan.

6. Bertindak untuk tidak merubah harga/kondisi penawaran setelah tender ditutup.
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7. Bertindak untuk tidak saling membajak tenaga kerja maupun tenaga ahli sesama
anggota.

8. Bertindak untuk menjabat secara sengaja baik langsung maupun tidak langsung.
nama baik, kesempatan dan usaha sesama anggota. _

9. Berpartisipasi dalam tukar menukar informasi, mengadakan latihan dan

penelitian mengenai syarat-syarat kontrak, Teknologi dan Tata ca -pelaksanaan

sebagai bagian dari tanggung jawab kepada masyarakatsdar

Konstruksi.

7.4 Kode Etik GAPENSI
& .
Menyadan peran sebagai pelaksana konstrdk% yan

‘rupakan bagian tak
psnya dan rakyat Indonesia

terpisahkan dari masyarakat jasa konstruks" paﬂagk

pada umumnya dan dalam rangka me”' udka pembangunan ekonomi nasional
yang sehat untuk mencapai masyarakat a@l*‘dan makmur berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945 GAPENSI menetapRa 'T'\Kode Etik yang merupakan pedoman

perilaku bagi para anggota dl dalam menghayat: dan melaksanakan tugas dan

kewajiban masing- mamﬁg;deng n‘nama “Dasa Brata®, sebagai berikut :

1. Befjiwa Pancasnla yan:: beram satunya kata dan perbuatan didalam menghayati

dan mengamalkannya
dgasadaran nasional yang tinggi, dengan mentaati semua perundang-
,éundangan“?}ﬂgn peraturan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela

at 4] méfawan hukum
Xk

;'*'R;enﬁi rasa tanggung jawab di dalam menjalankan profesi dan usahanya.

i

. 'Bef5|kap adil, wajar, tegas, bijaksana dan arif serta dewasa dalam bertindak
. Tanggap terhadap kemajuan dan selalu beriktiar untuk meningkatkan mutu,

2. MemlleL

{
#

keahlian, kemampuan dan pengabdian masyarakat.

6. Didalam menjalankan usahanya wajib berupaya agar pekerjaan yang
dilaksanakannya dapat berdaya guna dan berhasil guna

7. Mematuhi segala ketentuan ikatan kerja dengan pengguna jasa yang disepakati
bersama

8. Melakukan persaingan yang sehat dan menjauhkan diri dari praktek-praktek
tidak terpuiji, épapun bentuk,:nama dan caranya

9. Tidak menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang
diberikan kepadanya ' ’

10. Memegang teguh disiplin, késetiakawanan dan solidaritas organisasi.
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7.5 Kode Etik Persatuan insinyur indonesia (PIl}

Kode Etik PIl {Catur Karsa Sapta Dharma Insinyur indonesia) :

Empat Prinsip Dasar:

1. Mengutamakan keluruhan budi

2. Menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk kepentinga%kesgjahteraan
. i

umat manusia P 2,

keinsinyuran
Tujuh Tuntutan Sikap :
1. Mengutamakan keselamatan, K:gse atan
2. Bekerja sesuai kompetensmya

3. Hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggung jawabkan

4. Menghindari terjAac}mya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab

tugasnya

| 1. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2000 tentang usaha dan Peran Masyarakat
Jasa Konstruksi méngisyaratkan bahwa asosiasi profesi wajib memiliki dan
menjunjung tinggi kode etik profesi.

HATHI sebagai asosiasi profesi memiliki Kode Etik yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga HATHI.

Kode Etik HATHI diturunkan dari visi tentang norma dan nilai luhur anggota

HATHI dalam melaksanakan semua keglatan profesinya.
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2. Kaidah Dasar

1. Mengutamakan keluhuran budi

2. Menggunakan pengetahuan dan kémampuan untuk  Kkepentingan
kesejahteraan masyarakat

3. Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional
teknik keairan

3. Sikap

1.
masyarakat
Senantiasa bekerja sesuai dengan kompﬁé’%%

3. Senantiasa menyatakan pendapat yang: : iper

4. Senantiasa menghindari perten néa %_"-

Sesuai ketentuan

tanggung jawab ;
Senantiasa membangun reputas .ESI berdasarkan kemampuan
Senantiasa memegang teguh kehormatan integrtas dan martabat profesi

Senantiasa mengernbangkan kemampuan profesi

,‘,:ngg‘ara'r:i Dasar HATHI, anggota HATH! wajib menjunjung

tingagi dan melaksanakan Kode Etik HATHI

Pelanggaran
pencabutan keanggotaan HATHI yang pada akhirnya secara hukum akan

dapat mengakibatkan sanksi

terhadap kode etik HATHI!

menggugurkan kepemilikan sertifikat HATHI.
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7.7 Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Tentang Jasa Konstruksi

1. Tanggung Jawab Profesional

Tanggung jawab profesional sesuai dengan UUJK adalah sebagai berikut :

TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL

MACAM TANé‘%;UN‘ !

AZAS PARA
PELAKU SANKSI

Bertanggung jawab 1. Badan Usaha adatahapp 1. Sanksi
sesuai dengan kaidah sanaan konstruksi Administrasi
keiimuan, kepatuhan 2. Orang “tanggiing-jawab
dan kejujuran perseorangan;: . . kegagalan pekerjaan 2. Sanksi Pidana
intelektual dalam Tenaga kerja™ + " konstruksi
menjalankan Konstruksi. 3. Gantirugi pada
profesinya dengan S . 112 Setelah selesai pihak yang
mengutamakan g e pelaksanaan dirugikan
kepentingan umum. . pekeriaan konstruksi

' tanggung jawab

kegagalan bangunan

DUJK Pasal 11, 22, 25 &

Jasa Konstruksi 43

Ly UUJK Pasal 5 (1) 26, PP Penyelenggaraan | | UUWK Pasal 41, 42 &

Tanggung jawab profesional sesuai dengan UUJK harus dilandasi oleh prinsip-
prinsip keahlian sesuai kaidah keilmuan dan kejujuran intelektual dan bagi
anggota HATHI sebagai tenaga profesional harus bertindak berdasarkan Kode
Etik Asosiasi. Pelaksanaan tanggung jawab profesional bagi tenaga profesional
HATHI akan terjadi pada setiap tahapan kegiatan pekerjaan konstruksi, dimulai
dari perencanaan, pelaksanaan beserfa pengawasannya dan tahap

operasional/pemanfaatan.

7-6
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2. Pengakuan Profesi dan Tanggung Jawab Hukum

UWJK , Etika profesi dan Etos Kerja

Korelasi keterkaitan antara pengakuan profesi secara hukum dengan tanggung
jawab hukum yang diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi dapat

digambarkan sebagai berikut :

 PENGAKUAN
PROFESI SECARA
HUKUM

TANGGUNG , H
JAWAB HUKUM:. ]

UUJK Pasal 8
Badan Usaha harus memiliki sertifikat,

klasifikasi dan kualifikasi perusahaan

jasa konstruksi.

UUJK Pasal 9

Orang perseorangan/tenaga kegé
konstruksi (Perencana, Pengawas dan
Pelaksana) harus memi!ikigf;é%rtiﬁg@:x
keahlian atau sertifikat keterampi:

UUJK Pasal 1.
Badanysaha'dan Ofang
perseorangan harus bertanggung

jawab terhadap hasil pekerjaannya

ISYNVS

UUJK Pasal 42
ADMINISTRATIF
PROFESI

UUJK Pasal 43
PIDANA

= FUUJK Pasat 25

Pengguna jasa dan penyedia jasa
wajib bertanggung jawab atas

l : KEGAGALAN BANGUNAN

kegagalan bangunan

igs

UUJK Pasal 26

1. Perencanaan atau pengawas
kontruksi wajib bertanggung jawab
sesuai bidang profesi dan dikenakan
ganti rugi atas kegagalan bangunan
akibat kesalahannya

2. Pelaksana konstruksi wajib
bertanggung jawab sesuai bidang
usaha dan dikenakan ganti rugi atas
kegagalan bangunan akibat
kesalahannya.

UUJK Pasal 27

Pengguna jasa wajib bertanggung jawab

dan dikenakan ganti rugi atas kegagalan

bangunan akibat kesalahannya yang

menimbulkan kerugian bagi pihak {ain

UUJK
Pasal 26, 27

GANTI RUGI

ISHMNVS

SISTEM
PERTANGGUNGAN
UNTUK GANTI RUGI
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8.1

BAB 8
ETOS KERJA
Umum T
Menghayati makna “Etos Ker;a" akan dapat mengungkapkan suaﬁls éféf’é i, apa

Wf‘«xf

dan bagaimana seharusnya melaksanakan tugas pekerjaan dengams

“kompetensi”, dan apabila telah melekat wewenar}gg,\‘

dan hak, maka dapat disebut “kompeten”. eﬁé o,

idai“am suatu kelembag aan

‘%;,

kewajlban dan hak maka orang per erangfaai %eiompek orang dalam suatu

kelembagaan dapat dikatakan sebagal an kompeten

Dalam rangka melakukan. tugas yané §ebaik -baiknya, diharapkan para pelakunya

menghayati bahwa tLLga‘ pekerjaan yang dibebankan di atas pundaknya sebagai
“amanah” yang harus_dlpertanggung jawabkan di dunia dan akhirat, khususnya
kepada Tuhan” Yang Maha Esa dan manusia atau kelompok manusia yang

F nggt%’;g jawab di dunia akan ditandai dengan : taat dan patuh pada kaidah
nor;;a%f yang mengikat yang dalam hal ini dapat dirumuskan sebagai : Disiplin
kerja.

Tanggung jawab diakhirat ditandai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan
Yang Maha Esa ditandai dengan menjalankan ajaran agamanya secara khusuk,
ada yang dilengkapi dengan tanggung jawab budaya suatu suku atau
sekelompok masyarakat yang membentuk kepribadiannya dan ada juga terikat
dengan rasa tanggung jawabnya terhadap kebesaran dan keluhuran dari nenek
moyang ieluhurnya.

Untuk dapat mempertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dapat

dilakukan antara lain, setiap individu manusia yang mendapat "amanah” melakukan

tugas pekerjaan, seyogyanya selalu diawali "niat” menjalankan tugas pekerjaan
semoga menjadi “amal ibada‘h” yang selalu mendapat bimbingan dan ridho dari

Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya dapat diterima dan menjadi amal ibadah.

8-1
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Modal utama dapat menjalankan tugas pekerjaan yang dapat dipertanggung
Jawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa adalah : Iman dan Taqwa, menjalankan
perintah dan meninggalkan larangan yang diajarkan agama. Prinsip ini kiranya
cukup tepat untuk masyarakat bangsa indonesia yang mempunyai filsafat hidup
berbangsa dan bernegara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),
yaitu : PANCASILA, dimana sila pertama mengamanatkan Ketuhanan Yang Maha

Esa.

8.2 Disiplin Kerja
8.2.1 Pengertian

Dari pengertian tersebut d:' :atas beberapa hal yang perlu kita ketahui

tentang hakekat dlSlpl:nradala R

a. Nilai dan Kéfdah até‘t}[Peraturan

Nllal adalah su L konseps: abstrak tentang apa yang dianggap baik atau
buruk salah atau benar, adil atau tidak adil bagi suatu masyarakat.
eﬁaﬁ'gkanskaldah atau peraturan adalah suatu nilai yang dibakukan
I pedoman untuk berprilaku dan bertlndak terhadap sesama

% 'n’ﬁ&]a dan lingkungannya

Wujud disiplin selain kaidah atau peraturan

Identik dengan kaidah atau peraturan adalah bisa berupa : fungsi
lembaga-tujuan lembaga, program kerja, tugas atau uraian kerja.
Karena hal tersebut juga berfungsi sebagai pedoman dalam
melakukan kegiatan dan bertindak seseorang dalam suatu

lingkungan kerja

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa menegakan disiplin
pada suatu lembaga adalah tidak hanya terlihat dari sikap mematuhi,
menepati dan mendukung kaidah atau peraturan yang berlaku.
Namun juga harus nampak pada kepatuhan, ketepatan dan
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dukungan terhadap: fungsi lembaga — tujuan lembaga - program
kerja — tugas atau uraian kerja yang telah direncanakan.
2. Fungsi kaidah atau peraturan

Adanya kaidah atau peraturan di dalam kehidupan bermasyarakat
adalah sebagai sarana pengendalian sosial agar dalam kehidupan
bermasyarakat tercipta suasana “ketertiban” dan ket%m;anla

sistematik) dalam

ey ag F:
cara”

. Tldak ‘:;‘d-anya standar ganda dalam penerapan kaidah atau

g peratur.an

"Ketentraman” yang dimaksud adalah keadaan batin warga
‘f"‘";;ﬁasyarakat bebas dari rasa kuatir, kecewa atau frustasi dan konflik
dalam diri seorang menghadapi dua pilihan yang serba menyulitkan

atau serba tidak mengenakan

3. Prasyarat menegakkan kaidah atau peraturan

Prasyarat menegakkan kaidah atau peraturan (disiplin) ada 4 aspek

yang harus diperhatikan secara seimbang, yakni :

e Kaidah atau peraturannya itu sendiri harus jelas dan tegas

o Kesadaran warga untuk mematuhi harus ada

e Sarananya harus menunjang

» Petugas yang menegakkan kaidah harus arif (professional) dalam

melaksanakannya
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b. Sikap

Sikap adalah suatu disposisi atau keadaaan mental di dalam jiwa dan diri
individu untuk bereaksi terhadap lingkungannya (baik lingkungan

manusia, alam sekitarnya dan fisiknya)
Sikap itu walaupun berada dalam diri seorang individu, biasanya juga

dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan sering jfjga begsu% er

sistem nilai-budaya.

Suatu sistem nilai budaya yang mempengﬁﬂ}h _;bxzé.ikap individu,

. terdiri dari konsepsi-konsepsi yang h|§§p§d* 2 am pikiran sebagian

ES

harus- ereka anggap bernilai

besar masyarakat mengenai hal-hal | )

dalam hidup

Misalnya, nilai- budaya (tradis dalam adat istiadat kita yang

orang-orang berpangkat tln_ i
membentuk atau mempengaruhl sikap warga masyarakat untuk patuh,

menurut dgn ’tﬁiak bera‘m memberikan komentar pimpinannya.

» Solidaritas sapulidi, yaitu solidaritas yang hanya terkonsentrasi pada
bagian atas dan solidaritas yang hanya tergantung pada tali
pengikatnya, begitu tali pengikat kendor, kendor pula solidaritasnya

= Tak berdisiplin murni, yakni hanya berdisiplin karena takut ada
pengawasan dari atas. Pada saat pengawasan itu kendor atau tidak
ada maka hilanglah juga hasrat murni dalam jiwanya untuk secara
ketat mentaati peraturan

» Tidak bertanggung jawab, dal}a'm artian, tumbuhnya rasa tanggung
jawab karena adanya ikatan batin dengan pimbinannya. Namun bila
ikatan batin tersebut longgar, maka longgar pula rasa tanggungd

jawabnya
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1. Sikap yang dibutuhkan dalam menegakan disiplin

Untuk memahami salah satu sikap yang dibutuhkan dalam
menegakan disiplin, permasalahannya bukan terletak képada arti
mematuhi peraturan yang ada. Namun harus berorientasi pada
pertanyaan "Apakah sebabnya orang harus mentaati kaidah
nyaan itulah

peraturan”. Dengan memahami jawabannya atas Pg?a
Llh dan

maka potensi orang untuk mematuhi peraturan:

berkembang

8.3 Mematuhi kaidah atau peraturan

peraturan, yaitu apakah d|patuh|nya kalda satat eraturan itu disebabkan oleh
“yapg berwenang atau memang

Dalam hubungan dengan pertanyaan yang pertama terdapat beberapa teori penting

1) Teori Kedaulatan Tuhan (Teokrasi)
Teonﬂkedau!atan_‘ Tyhan yvang fangsung berpegang kepada pendapat bahwa :

& aldéh atau peraturan adalah kehendak Tuhan. Tuhan sendirilah
mﬁhéiapkan kaidah atau peraturan dan pemerintah-pemerintah duniawi

X dalah?:resuruh -pesuruh kehendak Tuhan.

K ah atau peraturan dianggap sebagai kehendak atau kemauan Tuhan.
Manusia sebagai salah satu ciptaan-Nya wajib taat pada kaidah atau peraturan

Tuhan ini.

Teori kedaulatan Tuhan yang bersifat langsung ini hendak membenarkan
perlunya peraturan yang dibuat oleh raja-raja yang menjelmakan dirinya sebagai
Tuhan didunia. Harus ditaati oleh setiap penduduknya. Sebagai contoh raja-raja

Fir'aun.

Teori Kedaulatan Tuhan yang tidak langsung, menganggap raja-raja bukan
sebagai Tuhan akan tetapi wakil Tuhan didunia. Dalam kaitan ini, dengan
sendirinya juga karena bertindak sebagai wakil, semua kaidah atau peraturan
yang dibuatnya wajib pula ditaati oleh segenap warganya. Pandangan ini waiau
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2)

berkembang hingga jaman Renaissance, namun hingga saat ini masih juga ada

yang berdasarkan otoritas peraturan pada faktor Ketuhanan itu.

Teori Perjanjiar) Masyarakat

Pada pokoknya teori ini berpendapat bahwa orang taat dab tunduk pada kaidah

atau peraturan oleh karena berjanji untuk mentaatinyg. Kaida?ﬁéggp?raturan
Setianjiah) dari

diangggap sebagia kehendak bersama, suatu hasil konseng%s

segenap anggota masyarakat.

John Locke dan J.J Rousseau.

Dalam bukunya “De Give" (1642) dant] tha ! 1651), Thomas Hobbes
membentangkan pendapat yang intinya:

Pada mulanya manusia itu hidup dalam,s sanr; bellum omnium contra omnes,
selalu dafam keadaan perang (sahﬁg : uh membunuh, saling sikut-menyikut).
Agar tercipta suasana damal tentrétﬁh._:ff!_ré'lu diadakan perjanjian diantara mereka

(Pactum Unionis).. §Eiélét@; _t:y' disusul perianjian antara semua dengan

seseorang tertentls’ paum bjectionis) yang akan diserahi kekuasaan untuk
memimpin_,mereka."‘"lt(;é.kUaé‘aan yang dimiliki oleh pemimpin ini adalah mutlak.

Timbulah,kekua,saa_n'.yang bersifat absolut.

i:nck dalam bukunya “Two Treatises on Civil Government

dibatasi oleh konstitusi.

~ JJ. Rousseau dalam bukunya “Le Contrak Social on Principes de Droit

Politique” (1672), berpendapat bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh anggota
masyarakat tetap berada pada individu-individu dan tidak diserahkan pada
seéeorang tertentu secara mutlak atau dengan persyaratan tertentu. Konstruksi
yang dihasilkannya ialah pemerintahan demokrasi langsung. Tipe pemerintahan
seperti ini hanya sesuai dengan Negara dengan wilayah sempit dan
penduduknya sedikit. Pemikirannya tidak dapat diterapkan untuk suatu Negara

modern dengan wilayah Negara yang luas dan banyak penduduknya.
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3) Teori Kedaulatan Negara

Pada intinya teori ini berpendapat bahwa ditaatinya kaidah atau peraturan itu
karena Negara menghendakinya

Hans Kelsen misalnya dalam bukunya Hauptprobleme der Staatslehre (1811},
Das Problem der Souveranitat und die Theori' des Volkerects (1920),
Allegemeine Staatsleher (1925) dan Reine Rechstliehre (1932;}5"""""‘ ganggap
.__fang iunduk

bahwa kaidah atau peraturan itu merupakan “Wille des Staa

pada kaidah atau peraturan karena merasa wajib me@taaﬁ: karana kaidah

atau peraturan itu adalah kehendak Negara

4) Teori Kedaulatan Hukum

Selanjutnya beliau'*bérr}enda'pat bahwa kesadaran kaidah atau peraturan yang
dimaksud-: berpangkal ‘pada perasaan kaidah peraturan setiap individu yaitu

perasaanfbagalm a seharusnya peraturan itu.

at_.b -yak kritik terhadap pendapat diatas. Pertanyaan-pertanyaan

&
ar’ Bada apa yang dimaksud dengan kesadaran kaidah atau peraturan

| iani_ terbesar dari anggota masyarakat jadi bukan perasaan kaidah atau

peraturan itu?

“#  Prof. Krabbe mencoba menjawab dengan mengetengahkan perumusan baru
yaitu bahwa kaidah atau peraturan itu berasal dari perasaan kaidah atau
peraturan terbesar dari anggota masyarakat jadi bukan perasaan kaidah atau

peraturan setiap individu,

Seorang muridnya yang terkenal Prof. Mr. R. Kraneburg dalam bukunya “Positief
Recht an Rechbewustzij (1928) berusaha membelanya dengan teorinya yang

terkenal “azas keseimbangan” (evnredigheidspostulat).
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5). Type Kepatuhan

Dalam berkehidupan bermasyarakat, kepatuhan terhadap kaidah atau

peraturan dapat dipilah-pilahkan menjadi 3 yakni :

Kepatuhan internal, kepatuhan yang timbul daro dalam diri seseorang
Kepatuhan eksternal, kepatuhan yang timbul dari pengaruh Iuar_
Kepatuhan semu, yakni type kepatuhan yang pada saat g0
atau yang secara formalitas tidak dapat dibuktikan adanya pen \_mpangan

namun yang sebenarnya tidak sedikit yang dipalsukan

8.4 Kecenderungan orang tidak disiplin

£

Untuk memberikan jawaban mengapa kebanyakan
disiplin dapat dilihat dari beberapa sudut:pandang lggil‘m‘[‘jan yakni

cenderung untuk tidak

1) Pakar Anthropologi Budaya, Koe jaramngrat:, mengemukakan pendapat bahwa

Revolusi kita, serupa dengan"*sem" crevolusi yang terjadi dalam sejarah

manusia, telah membawa akibat akibat post-revolusi berupa kerusakan-

kerusakan mental dan ‘ﬁsuk dalam masyarakat bangsa kita.

Salah satu dlantaranya' nllal budaya yang terlampau banyak berorientasi vertikal
ke arah atasan. Mengapa’? Karena nilai-budaya yang terlampau berorientasi

'_earah’ atasan akan mematikan jiwa yang ingin berdiri sendiri dan

mengemukakan suatu prespektif sosiologis, sebagai berikut :

. Masalah sosial : (kedisiplinan) adalah merupakan resultante dari berbagai faktor
di dalam masyarakat yang sedang mencari bentuk dan kepribadian, karena tidak
adanya keajegan yang dapat dipegang sebagai pengarahan, bisa menimbulkan
dis—organisasi sosial dan bentuk alienation.

Alienation dalam bentuk frustasi bisa menimbulkan sikap asosial terhadap orang

lain.

Sikap asosial bisa melahirkan tata nilai moralitas yang beranggapan bahwa

menjadi jago atau melanggar peraturan merupakan suatu hal yang patut

dibanggakan.
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Dalam kondisi sosial yang demikian, akan terjadi lomba ketangkasan
meningkatkan kuantitas dan kualitas kejahatan. Seperti keadaan masyarakat,
bahwa kejahatan itu tidak hanya dilakukan oleh orang yang tidak mapan
ekonom'inya saja. Namun orang yang sudah mapan ekonominyapun juga

melakukan kejahatan yang lazim disebut white colar crime.

Selanjutnya Soedjito mengemukakan bahwa, masyarakat ygng'k":k hilangan

pegangan akan mudah menimbulkan anomi, keadaan anomi

‘mana norma-norma social tidak mempunyai kekuata )

masyarakat.

dapat dlpengaruhl oleh 4 aspek yaltu
a) Kaidah sosial (hukumnya) itu ser sec
sehingga mampu berfungsi ‘spba__gal‘!;p'engéndalian sosial atau terciptanya

suasana ketertiban da_r_;j;lgeten‘tréiﬂgih ;
Sikap Penegak Hukurn juga"'g‘rhé'nentukan terwujudnya fungsi sebagai
pengendalian B08 I Kéi‘rené"dalam kehidupan masyarakat, walaupun
. mcn ‘secara jelas dan tegas tapi kalau sikap atau

hukumnya suda
semangat penegak Hukumnya bertindak atau berbuat yang menyimpang

;uga tidak-mempunyal arti.

u «my", e B FE
b) Safaﬁa a prasarananya juga harus menunjang

“Karena bila salah satu aspek saja terabaikan tidak mungkin terwujud

tegaknya hukum (disiplin) dalam suatu masyarakat.

8.5 Menepati

Salah satu wujud seseorang itu patuh pada kaidah atau peraturan yang ada adalah
menepati. Adapun therminologi menepati adalah suatu perbuatan atau tindakan

yang sesuai dengan kaidah atau peraturan yang beriaku
Kemudian muncu! pertanyaan @ mengapa kita harus menepati kaidah atau

peraturan?

‘Secara hukum, kalau suatu kaidah (atau program yang telah direncanakan) telah
disepakati sebagai kehendak bersama atau sebagai konsensus, maka keseluruhan
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8.6

warga masyarakat (warga lembaga} tersebut telah méngikatkan diri atau telah
terikat oleh hasil konsensus tersebut. Dengan demikian mereka mempunyai

kewajiban moral untuk menepati hasil consensus tersebut.

Menurut Prof. Eggens vyang terkenal dengan teorinya ‘konsensualisme”
mengemukakan, bahwa keharusan menepati kaidah atau peraturan adalah suatu
tuntutan kesusilaan merupakan suatu puncak peningkatan martabgzﬁ?a;qusm yang
tersimpul dalam pepatah een man een man een word een wﬁi‘d a!'.t_tn_ya "g;?-iengan

diletakkannya kepercayaan pada seseorang, maka orang terseb

martabatnya setinggi-tingginya.

Dengan landasan teori termaksud di atas, Jawabalg ri%
TN

kaidah atau peraturan adalah karena suatu keésusila

puncak peningkatan martabat manusia

Mendukung

(fungsi, tugas atau uraian: kerja)_

Partisipasi aktif, mef ‘,_ka{h'sua'tlj‘:“proses kegiatan yang hidup dan berkembang,

oleh karena itu partisib'és{ pas}'h'" (tidak menolak program-program yang direncanakan
namun tldak ada prakarsa) harus dihilangkan. Dan sebaliknya partisipasi aktif perlu

periu ditempuh dalam rangka

5 ldentlﬂkasi dan klasifikasi jenis-jenis partisipasi

- . 2) mewadaht partisipasi agar kegairahan berpartisipasi tidak mefayang, misalnya

wadah partisipasi buah pikiran dapat membentuk : rapat mingguan, briefing,
seminar dan penataran
3) Pra-syarat partisipast, yakni :
a) Adanya rasa senasib sepenanggungan atau ringan sama dijinjing dan berat
sama dipikul
b) Adanya rasa ketergantungan dan keterkaitan
c) Adanya keterkaitan tujuan |
d) Adanya prakarsawan

e} Adanya iklim partisipasi
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Iklim partisipasi perlu diciptakan, karena pada umumnya partisipasi apapun tidak
akan ada dikalangan bawah apabila tidak diperhatikan.

Adapun faktor-faktor yang dapat menimbulkan partisipasi adalah :

a) Keberadaan dan kedaulatan bawahan dihormati
b) Tugas dan wewenang bahwa yang telah dilimpahkan diakui

¢) Adanya komunikasi tenggang rasa dan anggota “Duduk sar
sama tinggi

d) Tertanamnya perasaan, bahwa keikuts_ertaan ba , _;;hpuhyai arti

relevan bagi dirinya dan lingkungannya

8.7 Permasalahan

1.

tujuan iembaga terjabarkan dalam program program kerja, program-program
kerja terdistribusikan: pada umt umt kerja dalam bentuk uraian kerja) sudah

lembaga dalam menjalankan tugas sudah

. Apakah _' kesadaran warga

Apakaﬁ kelompok eiite di lembaga kita sudah arif (professional) dalam
. m‘engant|31pa5| dan mengatasi gejala-gejala yang timbul
. "6, Adakah faktor-faktor lain yang mempengaruhi tegaknya disipfin di lembaga kita

8.8 Langkah-Langkah Menegakkan Disiplin

1. Menata kembali peraturan, tujuan. program kerja dan pendistribusiannya agar
terumus secara jelas dan tegas
2. Penataan ulang butir-butir nomor 1, hasilnya harus mampu berfungsi sebagai

pengendali agar proses kegiatan di lembaga kita nampak.

a. Adanya keteraturan (penataan secara sistematik) dalam memproyeksikan
arah lembaga -

b. Adanya sistem pengendalian yéng mantap

¢. Adanya stabiitas yang nyata atau tidak semu
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d. Adanya iklim kerja yang kondusif
e. Tidak adanya standar ganda dalam peiaksaan
f. Tidak adanya rasa kuatir, kecewa atau frustasi dan konflik dalam diri warga

lembaga untuk memilih dua pilihan yang tidak serba enak

3. Dalam rangka menumbuhkan kesadaran disiplin bawahan dengan melakukan

pendekatan edukatif

» Ing ngarso sun tulodo

* Ing madyo mbangun karso

»  Tut wuri Handayani

» Saling asah, saling asuh, saling asih

» Ringan sama dijinjing, berat sama dlplku| :

dan 3 dlatas

5. Dlrumus an 5|stem pengendahan teriebih dahuiu dan baru dibentuk unit kerja

'azzia,{aﬁ nilai budaya organis atau jarring.

Untuk menambah wawasan dalam upaya menegakan disiplin di lembaga kita.
Penulis kutipkan kesimpulan pendapat Menhankam Edi Sudrajat, sebagai
berikut :

a. Para petinggi Negara harus menjadi teladan dan bertanggung jawab atas
dlSlplm nasional memerlukan suri tauladan secara hierarkis dan tidak akan
ada prajurit yang disiplin apabila komandannya bertindak semaunya sendiri.
Adapun keluhan terhadap tingkat nasional maka sesungguhnya keluhan
tersebut pertama-tama ditunjukan kepada lapisan elite, para pimpinan dan
pemuka masyarakat, karena dari mereka dih:ar:apkan suri teladannya.
Golongan inilah yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap cacat
celanya kesuriteladanan, karena masuk dalam golbngan elite masyarakat.

8-12
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b. Pembudayaan disiplin nasional tidak dapat dilaksanakan secara santai tetapi
membutuhkan konsistensi, tekad yang bulat, kerja keras dan disertai dengan
tindakan nyata tanpa pandang bulu terhdap pelanggarnya
Lebih dari itu pembudayaan nasional memerlukan keteladanan secara
hierarchies, karena itu jika ada keluhan terhadap tingkat disiplin nasional

maka sesungguhnya keluhan tersebut harus ditujukan kgpéﬁa;

elite atau

pada para pimpinan

kejerninan hati nurani.
Jika hati nurani sudah berslhf:

disiplin, termasuk dalam menjaga_=persatuan dan kesatuan bangsa.
e. Disiplin, pada daSarnya ; dalah S|kap batin yang tercermin dalam perilaku

dualankan secara |khlas tanpa adanya paksaan

Oleh karenanya srkap batin dan penlaku disiplin tidak dapat diwujudkan hanya
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PELATIHAN KEPALA PROYEK
PEKERJAAN SUMBER DAYA AIR

MODUL : PMW - 01

UUJK, ETIKA PROFESI DAN ETOS KERJA

EPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
7| BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PELATIHAN SA KONSTRUKSI

PMW - 01 :
UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ETIKA PROFESI DAN ETOS KERJA

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU)

SETELAH MODUL INI DIPELAJARI, PESERTA
MAMPU MENJELASKAN KETENTUAN MENGENAI
JASA KONSTRUKSI SEBAGAIMNANA DIMAKSUD
DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN,
ETIKA PROFESI DAN ETOS KERJA SEBAGAI
TENAGA PROFESIONAL SERTA MAMPU
MENERAPKANNYA DALAM PELAKSANAAN
PEKERJAAN KONSTRUKS!| SUMBER DAYA AIR




MAKSUD UUJK

AGAR TERWUJUD IKLIM USAHA YANG KONDUSIF
DALAM RANGKA PENINGKATAN KEMAMPUAN USAHA
JASA KONSTRUKSI NASIONAL.
DENGAN MELENGKAPI :

= TERBENTUKNYA KEPRANATAAN USAHA

» DUKUNGAN PENGEMBANGAN USAHA

» BERKEMBANGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT

» TERSELENGGARANYA PENGATURAN -
PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN OLEH
PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

« ADANYA MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI
(ASOSIASI PERUSAHAAN DAN ASOSIASI

PROFESI)

PENGERTIAN JASA KONSTRUKS! ADALAH LAYANAN

= KONSULTASI PERENCANAAN PEKERJAAN
KONSTRUKSI

= PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN

= KONSULTASI PENGAWASAN PEKERJAAN
KONSTRUKSI

PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DALAM UUJK

1. PENGGUNA JASA = PEMBERI TUGAS = PEMILIK
PEKERJAAN = PROYEK

2. PENYEDIA JASA = KONTRAKTOR




RUANG LINGKUP PENGATURAN UUJK MELIPUTI :

USAHA JASA KONSTRUKSI

PENGIKATAN PEKERJAANKONSTRUKSI
PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
KEGAGALAN BANGUNAN

PERAN MASYARAKAT

PEMBINAAN

PENYELESAIAN SENGKETA

SANKSI

KETENTUAN PERALIHAN

KETENTUAN PENUTUP

PENGATURAN JASA KONSTRUKSI BERLANDASKAN
PADA ASAS :

1.

®ND O AW

KEJUJURAN DAN KEADILAN
MANFAAT

KESERASIAN

KESEIMBANGAN

KEMANDIRIAN

KETERBUKAAN

KEMITRAAN

KEAMANAN DAN KESELAMATAN




TUJUAN UUJK :

= MEMBERI ARAH PERTUMBUHAN DAN
PERKEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

» MEWUJUDKAN TERTIB
PENYELENGGARAAN PEKERJAAN
KONSTRUKSI YANG MENJAMIN
KESETARAAN KEDUDUKAN

= MEWUJUDKAN PENINGKATAN PERAN
MASYARAKAT DI BIDANG JASA
KONSTRUKSI.

OHT 2-06

USAHA JASA KONSTRUKSI
1. KONDISI JASA KONSTRUKSI NASIONAL

- KUANTITATIF BAIK
- KWALITATIF BELUM

SEBAB :

a. FAKTOR INTERNAL
» MANAJEMEN, TEKNOLOGI, MODAL LEMAH
» TENAGA LEMAH

b. FAKTOR EXTERNAL

= HUBUNGAN PENGGUNA JASA DAN PENYEDIA
JASA KURANG SERASI. -

= BELUM MANTAP DIDALAM BERBAGAI SEKTOR
» BELUM MERATA PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

- OHT 3- 01




2. IKLIM USAHA YANG KONDUSIF DALAM
PENINGKATAN KEMAMPUAN USAHA JASA
KONSTRUKSI

a. TERBENTUKNYA KEPRANATAAN USAHA

b. DUKUNGAN PENGENBANGAN USAHA

¢. BERKEMBANGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT
d

. TERSELENGGARANYA PERATURAN,
PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

e. PERLUNYA MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI
DENGAN UNSUR ASOSIASI PERUSAHAAN DAN
ASOSIASI PROFESI MEMBENTUK LEMBAGA
UNTUK PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

OHT 3-02

3. CAKUPAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

PEKERJAAN KONSTRUKSI YANG MERUPAKAN
KESELURUHAN ATAU SEBAGIAN RANGKAIAN
KEGIATAN PERENCANAAN DAN/ ATAU
PELAKSANAAN BESERTA PENGAWASAN
MENCAKUP:

a. PEKERJAAN ARSITEKTURAL

b. PEKERJAAN SiPIL

PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL
PEKERJAAN MEKANIKAL

PEKERJAAN ELEKTRIKAL

PEKERJAAN TATA LINGKUNGAN

™ ® oo

OHT 3-03




4. BENTUK USAHA JASA KONSTRUKSI

- BADAN USAHA BERSKALA BESAR
(PT, KOPERASI DAN CV ATAU FIRMA)

- ORANG PERORANGAN — PEKERJAAN
BERSKALA KECIL

PERSYARATAN USAHA JASA KONSTRUKSI

BADAN USAHA
> IZIN USAHA DIBIDANG KONSTRUKSI
> MEMILIKI SERTIFIKAT KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI

ORANG PERSEORANGAN

» PERENCANA KONSTRUKSI| DAN PENGAWAS
KONSTRUKSI

= MEMILIKI SERTIFIKAT KEAHLIAN
» PELAKSANA KONSTRUKSI

- MEMILIKI SERTIFIKAT KETERAMPILAN DAN
KEAHLIAN

» BEKERJA DI BADAN USAHA
- MEMILIKI SERTIFIKAT KEAHLIAN
» BEKERJA DI PELAKSANAAN KONSTRUKSI

- MEMILIKI SERTIFIKAT KEAHLIAN KERJA
DAN KETERAMPILAN KERJA

OHT 3- 05



TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL

» BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP HASIL
PEKERJAANNYA

> SANKSI :
- SANKSI PROFESI
- SANKSI ADMINISTRASI
- SANKSI PIDANA ATAU GANTI RUGI

OHT 3-06

PERAN MASYARAKAT
1. HAK MASYARAKAT UMUM

» MELAKUKAN PENGAWASAN
» MEMPEROCLEH PENGGANTIAN
» YANG DIRUGIKAN BERHAK MENGGUGAT

2. KEWAJIBAN MASYARAKAT UMUM

» MENJAGA KETERTIBAN

» MENCEGAH TERJADINYA HASIL PEKERJAAN YANG
MEMBAHAYAKAN

3. MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI

» MEMPERLUAS BAGIAN DARI MASYARAKAT YANG
_ MEMPUNYAI KEPENTINGAN

OHT 4 - 01




FORUM JASA KONSTRUKSI

» ASOSIASI PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI
> ASOSIAS| PROFESI JASA KONSTRUKSI

> ASOSIAS|I PERUSAHAAN BARANG MITRA
JASA KONSTRUKSI

> MASYARAKAT INTELEKTUAL

> ORGANISAS| KEMASYARAKATAN WAKIL
KONSUMEN JASA KONSTRUKSI

» INSTANSI PEMERINTAH
» UNSUR-UNSUR LAIN YANG DIANGGAP PERLU

OHT 4 - 02

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI

BERANGGOTAKAN WAKIL-WAKIL DARI :
> ASOSIASI PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI
> ASOSIAS]I PROFESI JASA KONSTRUKSI

> PAKAR DAN PERGURUAN TINGGI YANG
BERKAITAN DENGAN JASA KONSTRUKSI

> INSTANSI PEMERINTAH YANG TERKAIT




PENGIKATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

1. PARA PIHAK

» PENGGUNA JASA
» PENYEDIA JASA

2. KETENTUAN PENGIKATAN

» DILAKUKAN BERDASARKAN PRINSIP
PERSAINGAN YANG SEHAT

» MELALUI CARA PELELANGAN UMUM,
TERBATAS, PEMILIHAN LANGSUNG DAN
PENUNJUKAN LANGSUNG

OHT 5-01

3. KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK DALAM
PENGIKATAN

a. KEWAJIBAN PENGGUNA JASA

1. MENGUMUMKAN SECARA LUAS PEKERJAAN YANG
DITENDERKAN

2. MENERBITKAN DOKUMEN TENDER

3. MENGUNDANG SEMUA YANG LULUS
PRAKUALIFIKASI

4, MEMBERIKAN PENJELASAN TENTANG PEKERJAAN
TERSEBUT

5. MEMBERIKAN TANGGAPAN TERHADAP
SANGGAHAN

6. MENETAPKAN PENYEDIA JASA

OHT 5 - 02




7. MENGEMBALIKAN JAMINAN PENAWARAN BAGI
YANG KALAH

8. MENUNJUKKAN BUKTI KEMAMPUAN MEMBAYAR

9. MENINDAKLANJUT! PENETAPAN TERTULIS
(KONTRAK)

10. MENGGANTI BIAYA YANG DIKELUARKAN
PENYEDIA JASA BILA BATAL |

11. MEMBERIKAN PENJELASAN TENTANG RESIKO
PEKERJAAN

. OHT5-03

b. HAK PENGGUNA JASA
1. MEMUNGUT BIAYA PENGADAAN DOKUMEN

2. MENCAIRKAN JAMINAN BILA PENYEDIA
JASA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN

3. MENOLAK SELURUH PENAWAR BILA
SELURUH PENAWAR TIDAK TANGGAP




¢. KEWAJIBAN PENYEDIA JASA '

1. MENYUSUN DOKUMEN PENAWARAN DENGAN
BAIK DAN BENAR

2. MENYERAHKAN JAMINAN PENAWARAN
3. MENANDATANGANI KONTRAK SECARA HATI-HATI

d. HAK PENYEDIA JASA
1. MEMPEROLEH PENJELASAN

2. MELAKUKAN PENINJAUAN LAPANGAN BILA
PERLU

3. MENGAJUKAN SANGGAHAN
4. MENARIK JAMINAN PENAWARAN BILA KALAH

5. MENDAPAT PENGGANTIAN (GANT! RUGI) BILA
DIBATALKAN

4. KONTRAK KERJA KONSTRUKSI (KKK)

> DIBEDAKAN BERDASARKAN BENTUK IMBALAN,
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN CARA
PEMBAYARAN HASIL PEKERJAAN

a. KKK BERDASARKAN BENTUK IMBALAN
LUMP SUM

HARGA SATUAN

BIAYA TAMBAHAN IMBALAN JASA

GABUNGAN LUMP SUM DAN HARGA
SATUAN

5. ALIANSI

e




b. KKK BERDASARKAN JANGKA WAKTU
1. TAHUN TUNGGAL
2. TAHUN JAMAK

c. KKK BERDASARKAN CARA PEMBAYARAN
HASIL KERJA

1. SESUAI KEMAJUAN PEKERJAAN
2. SECARA BERKALA

OHT 5 - 07

(FI’:E’I:IJELENGGARAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

1. KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEKERJAAN
KONSTRUKSI

a. KEGIATAN PENYIAPAN
- KEGIATAN AWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

b. KEGIATAN PENGERJAAN
- SERANGKAIAN KEGIATAN PERENCANAAN ATAU
- SERANGKAIAN KEGIATAN PELAKSANAAN

c. KEGIATAN PENGAKHIRAN

- PENYERAHAN LAPORAN AKHIR DAN PEMBAYARAN
AKHIR
- PENYERAHAN BANGUNAN DAN PEMBAYARAN AKHIR

OHT 6 - 01



2. KETENTUAN PENYELENGGARAAN PEKERJAAN
KONSTRUKSI ‘

a. KETEKNIKAN
b. KEAMANAN, KESELAMATAN, DAN KESEHATAN

c. PERLINDUNGAN SOSIAL TENAGA KERJA

d. TATA LINGKUNGAN SETEMPAT DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

QHT6-02

3. KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM
PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

a. DALAM KEGIATAN PENYIAPAN
1. PENGGUNA JASA
- MENYERAHKAN DOKUMEN LAPANGAN
- MEMBAYAR UANG MUKA

2. PENYEDIA JASA
- MENYAMPAIKAN USULAN RENCANA KERJA
- MEMBERIKAN JAMINAN UANG MUKA
- MENGUSULKAN CALON SUB PENYEDIA

JASA

OHT6-03



b. DALAM KEGIATAN PENGERJAAN
1. PENGGUNA JASA ,
- MEMENUHI TANGGUNGJAWABNYA SESUAI
KONTRAK
2. PENYEDIA JASA

- MELAKSANAKAN SEPENUHNYA SESUAI
KONTRAK

c. DALAM KEGIATAN PENGAKHIRAN
1. PENGGUNA JASA
- MEMENUHI TANGGUNGJAWABNYA SESUAI
KONTRAK )
2, PENYEDIA JASA

- MEMENUHI SECARA SEKSAMA
- KESELURUHAN PEKERJAAN

4. SUB PENYEDIA JASA

YANG MEMPUNYAI KEAHLIAN KHUSUS SESUAI
TAHAPAN DENGAN KETENTUAN SBB :

> MEMPUNYAI IZIN USAHA, SERTIFIKAT
(PERUSAHAAN, KETERAMPILAN DAN
KEAHLIAN)

MEMPUNYAI KEAHLIAN KHUSUS

MENDAPAT PERSETUJUAN DARI PENGGUNA
MEMBERIKAN KESEMPATAN BAGI KEAHLIAN
SPESIFIK

PENYEDIA JASA WAJIB MEMENUH! HAK SUB
PENYEDIA JASA

SUB PENYEDIA JASA WAJIB MEMENUH]
KEWAJIBAN-KEWAJIBANNYA

vV ¥V ¥ vYVY

OHT6-05




5. KEGAGALAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

KEGAGALAN AKIBAT KESALAHAN PENYEDIA
JASA, PENYEDIA JASA WAJIB MENGGANTI ATAS
BIAYA SENDIRI.

PEMERINTAH BERWENANG UNTUK MENGAMBIL
TINDAKAN BILA KEGAGALAN MENGGANGGU
KEPENTINGAN UMUM :

» MENGHENTIKAN SEMENTARA
» MENERUSKAN DENGAN SYARAT
» MENGHENTIKAN SEBAGIAN '

QHT 6-06

6. KEGAGALAN BANGUNAN

KEGAGALAN SETELAH SERAH TERIMA
PERTANGGUNGJAWABAN BERBENTUK :

> SANKSI ADMINISTRATIF
» SANKSI PROFESI
» PENGENAAN GANTI RUGI




6.1 JANGKA WAKTU PERTANGGUNGJAWABAN

SESUAI DENGAN UMUR KONSTRUKSI PALING
LAMA 10 TAHUN SEJAK PENYERAHAN :

> KEGAGALAN SEBELUM 10 TAHUN KENA SANKSI
PROFESI DAN GANTI RUGI

> KEGAGALAN SESUDAH 10 TAHUN UMUR BANGUNAN
KENA SANKSI PROFESI SAJA

JANGKA WAKTU PERTANGGUNGJAWABAN ATAS
KEGAGALAN HARUS DINYATAKAN DENGAN
TEGAS DALAM KONTRAK

OHT 6- 08

6.2 PENILAIAN KEGAGALAN BANGUNAN

PENETAPAN KEGAGALAN BANGUNAN
DILAKUKAN OLEH PIHAK KETIGA SELAKU
PENILAI AHLI YANG PROFESIONAL,KOMPETEN
DALAM BIDANGNYA SERTA INDEPENDEN.
KETENTUAN BAGI SEORANG PENILAI AHLI:

> DIBENTUK PALING LAMBAT 1 (SATU) BULAN
SETELAH DITERIMANYA LAPORAN

> PENILAI AHLI DI BIDANG KONSTRUKSI

> DISEPAKATI BERSAMA OLEH PENYEDIA JASA
DAN PENGGUNA JASA

» MEMILIKI SERTIFIKAT KEAHLIAN DAN
TERDAFTAR PADA LEMBAGA,
PENGEMBANGA




6.3 KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYEDIA
JASA

*  MENYIMPAN DAN MEMELIHARA DOKUMEN
PELAKSANAAN KONSTRUKSI SEBAGAI ALAT
PEMBUKTIAN BILA TERJADI KEGAGALAN BANGUNAN
SELAMA JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN DAN
SELAMA-LAMANYA 10 (SEPULUH) TAHUN SEJAK
DILAKUKAN PENYERAHAN AKHIR HASIL PEKERJAAN
KONSTRUKSI.

+ SUBPENYEDIA JASA BERBENTUK USAHA ORANG
PERSEORANGAN DAN ATAU BADAN USAHA YANG
DINYATAKAN TERKAIT DALAM TERJADINYA
KEGAGALAN BANGUNAN BERTANGGUNG JAWAB

KEPADA PENYEDIA JASA UTAMA.

OHT 6 -10

6.4 KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNA
JASA

+  WAJIB MELAPORKAN TERJADINYA KEGAGALAN
BANGUNAN DAN TINDAKAN-TINDAKAN YANG DIAMBIL
KEPADA MENTERI YANG BERTANGGUNG JAWAB
DALAM BIDANG KONSTRUKSI DAN LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI.

* BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEGAGALAN BANGUNAN
YANG DISEBABKAN OLEH KESALAHAN PENGGUNA
JASA TERMASUK KARENA KESALAHAN DALAM
PENGELOLAAN. APABILA HAL TERSEBUT
MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PIHAK LAIN, MAKA
PENGGUNA JASA WAJIB BERTANGGUNG JAWAB DAN

DIKENAI GANTI RUGI.

OHT 6 - 11



6.5 GANTI RUGI DALAM HAL KEGAGALAN BANGUNAN

DILAKUKAN DENGAN MEKANISME :
PERTANGGUNGAN PIHAK KETIGA ATAU ASURANSI,
DENGAN KETENTUAN :

* PERSYARATAN, JANGKA WAKTU DAN NILAI
PERTANGGUNGAN DITETAPKAN ATAS DASAR
KESEPAKATAN;

« PREMI DIBAYAR OLEH MASING-MASING PIHAK,

DAN BIAYA PREMI YANG MENJADI BAGIAN DARI
UNSUR BIAYA PEKERJAAN KONSTRUKSI,

OHT6 - 12

7. GUGATAN MASYARAKAT

BENTUK GUGATAN KE PENGADILAN SECARA :
1. ORANG PERSEORANGAN;
2. KELOMPOK ORANG DENGAN PEMBERIAN KUASA;

3. KELOMPOK ORANG TIDAK DENGAN KUASA MELALUI
GUGATAN PERWAKILAN.

GUGATAN MASYARAKAT BERUPA :
1. TUNTUTAN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN TERTENTU;

2. TUNTUTAN BERUPA BIAYA ATAU PENGELUARAN
NYATA;

3. TUNTUTAN LAIN.




8. LARANGAN PERSEKONGKOLAN

PASAL 55 PP NO. 29/2000 TENTANG
PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI DIATUR
KETENTUAN MENGENAI LARANGAN
PERSEKONGKOLAN DI ANTARA PARA PIHAK
DALAM PENYELENGGARAAN PEKERJAAN
KONSTRUKSI.

OHT &- 14

PENGGUNA JASA DAN PENYEDIA JASA DILARANG
MELAKUKAN PERSEKONGKOLAN UNTUK :

a. MENGATUR DAN ATAU MENENTUKAN
PEMENANG DALAM PELLELANGAN UMUM ATAU
PELELANGAN TERBATAS

b. MENAIKAN NILAI PEKERJAAN (MARK UP)

OHT & - 15




PENYELESAIAN SENGKETA DAN SANKSI

1. UMUM

< UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999
TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA

<+ PASAL 36 UU NO. 18/1999 MENGATUR
KETENTUAN BAHWA PENYELESAIAN
SENGKETA JASA KONSTRUKSI DAPAT
DITEMPUH MELALUI PENGADILAN ATAU DI
LUAR PENGADILAN

OHT 7-01

2. PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN

DITEMPUH UNTUK :

a. MASALAH-MASALAH YANG TIMBUL DALAM KEGIATAN
PENGIKATAN DAN PENYELENGGARAAN PEKERJAAN
KONSTRUKSI; SERTA

b. DALAM HAL TERJADI KEGAGALAN BANGUNAN.

DILAKUKAN DENGAN CARA :
a. MELALUI PIHAK KETIGA, YAITU :

— MEDIASI (YANG DITUNJUK OLEH PARA PIHAK ATAU
OLEH LEMBAGA ARBITRASE DAN LEMBAGA
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETAI;

~ KONSILIASI; ATAU

b. ARBITRASE MELALUI LEMBAGA ARBITRASE ATAU
ARBITRASE AD HOC.

OHT 7-02




3. SANKSI

= SANKSI ADMINISTRATIF
* DENDA
= PIDANA

OHT 7-03

1. SANKSI ADMINISTRATIF
a. PENYEDIA JASA BERUPA :

- PERINGATAN TERTULIS
PENGHENTIAN SEMENTARA
PEMBATASAN KEGIATAN
PEMBEKUAN IZIN
PENCABUTAN IZIN

b. PENGGUNA JASA BERUPA :

- TERTULIS
PENGHENTIAN SEMENTARA
PEMBATASAN KEGIATAN
LARANGAN SEMENTARA
PEMBEKUAN iZIN MEMBANGUN
PENCABUTAN IZIN MEMBANGUN




2. SANKSI PIDANA DAN DENDA

a. PERENCANA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN
TEKNIK SEHINGGA MENGAKIBATKAN
KEGAGALAN

b. PELAKSANA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN
TEKNIK SEHINGGA MENGAKIBATKAN
KEGAGALAN

c. PENGAWAS MEMBERI KESEMPATAN PADA
PELAKSANA UNTUK TIDAK MEMENUHI .............

ETIKA PROFESI

ETIKA — ASAL KATA “ETHOS” YANG ME
ARTI KEBIASAAN ATAU KARAKTER

TENAGA KERJA: MEMILIKI ETIKA ATAS PERILAKU MORAL
DAN KEPUTUSAN YANG MENGHORMATI
LINGKUNGAN DAN MEMATUHI PERATURAN

ETIKA = MENUNJUK PADA KEADAAN UMUM DAN
SERANGKAIAN PERATURAN DAN NILAI-
NILAI FORMAL

MORAL— NILAI-NILAI ATAU PRINSIP-PRINSIP
DIMANA SESEORANG SECARA PRIBADI
MENJALANKANNYA




2. SANKSI PIDANA DAN DENDA
a. PERENCANA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN
TEKNIK SEHINGGA MENGAKIBATKAN
KEGAGALAN
b. PELAKSANA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN

TEKNIK SEHINGGA MENGAKIBATKAN
KEGAGALAN

c. PENGAWAS MEMBERI KESEMPATAN PADA
PELAKSANA UNTUK TIDAK MEMENUHI .............

ETIKA PROFESI

ETiIKA =~ ASAL KATA “ETHOS” YANG MEMPUNYA|
ARTI KEBIASAAN ATAU KARAKTER :

TENAGA KERJA: MEMILIKI ETIKA ATAS PERILAKU MORAL
DAN KEPUTUSAN YANG MENGHORMATI
LINGKUNGAN DAN MEMATUHI PERATURAN

ETIKA = MENUNJUK PADA KEADAAN UMUM DAN
SERANGKAIAN PERATURAN DAN NILAI-
NILAI FORMAL

MORAL == NILAI-NILAI ATAU PRINSIP-PRINSIP
DIMANA SESECORANG SECARA PRIBADI
MENJALANKANNYA
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ASOSIASE MEMILIKI ETIKA PROFESI;

* YANG DIBERLAKUKAN BAGI SETIAP
ANGGOTANYA

MISALNYA:  AKI, GAPENSI - ASOSIASI PERUSAHAAN
Pll, HATHI - ASOSIASI PROFEST LAINNYA

TENAGA PROFESIONAL ANGGOTA ASOSIASE

+ BERTINDAK BERDASARKAN KODE ETIK ASOSIAS|

* TANGGUNG JAWARB PADA SETIAP TAHAPAN KEGIATAN
KONSTRUKSH {PERENCANAAN, PELAKSANAAN &
PENGAWASAN DAN OPERASIONAL/PEMANFAATAN

TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL
SESUAI UUJK

+ AZAS

+ BERTANGGUNG JAWAB SESUAI DENGAN KAIDAH
KEILMUAN, KEPATUHAN DAN KEJUJURAN INTELEKTUAL
DALAM MENJALANKAN PROFESINYA DENGAN
MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN UMUM

+ JENIS TANGGUNG JAWAB

- PADA TAHAP PELAKSANAAN KONSTRUKSI -
KEGAGALAN

* PEKERJAAN KONSTRUKSI

- SETELAH SELESAI PELEKSANAAN PEKERJAAN
KONSTRUKSI - KEGAGALAN BANGUNAN

+ SANKSI
- SANKSI ADMINISTRASI

OHT 8 -03




PENGAKUAN PROFESI

PENGAKUAN UUJK Pasal 8
PROFESI SECARA :‘.> Badan Usaha harus memiliki DAN TANGGUNG JAWAB
HUKUM | sertifikat, HUKUM
UUJK Pasal 9
T’) QOrang perseorangan o UUSK Pasal 42
ADMINISTRATIF
1T PROFESI
UUJK Pasal 11

Badan vsaha dan orang :
perseerangan harus bertanggung —T—*;

jawab terhadap hasil pakerjaannya . | } ‘I’ UUJK Pasal 43 PIDANA

X Z > 0

TANGGUNG ] i kz‘ KEGAGALAN BANGUNAN—]
JAWAR UUJK Pasal 25
HUKUM - Pengguna jasa dan .
[T penyedia jasa wajit
5 UK
Lk All Pasal2s, 27
UUJK Pasal 26 1 GANTI RUGI
1. Perencanaan atau K
pengawas kontruksi S5
::) wajit........... [
2 Pelaksana konstruksi
wajib............
UUJK Pasal 27
Pengguna jasa wi SISTEM

PERTANGGUNGAN
UNTUK GANF RUGI

OHT 8§ - 04

ETOS KERJA

* MENGHAYATI MAKNA “ETOS KERJA” AKAN
DAPAT MENGUNGKAPKAN SUATU PERSEPSI,
APA DAN BAGAIMANA SEHARUSNYA
MELAKSANAKAN TUGAS PEKERJAAN DENGAN
SEBAIK-BAIKNYA.

* PARA PELAKUNYA MENGHAYATI BAHWA TUGAS
PEKERJAAN YANG DIBEBANKAN DI ATAS
PUNDAKNYA SEBAGAI “AMANAH" YANG HARUS
DIPERTANGGUNG JAWABKAN DI DUNIA DAN
AKHIRAT

OHT9-01




TANGGUNG JAWAB YANG
DIMAKSUD MELIPUTI :

« TANGGUNG JAWAB DI DUNIA AKAN DITANDAI
DENGAN : TAAT DAN PATUH PADA KAIDAH
NORMATIF YANG MENGIKAT YANG
DIRUMUSKAN SEBAGAI : DISIPLIN KERJA.

+ TANGGUNG JAWAB DI AKHIRAT DITANDAI
'DENGAN RASA TANGGUNG JAWAB KEPADA
TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN
MENJALANKAN AJARAN AGAMA

OHMT §-02

DISIPLIN KERJA

« SUATU SIKAP YANG MENUNJUKKAN KESEDIAAN
UNTUK MEMATUHI, MENEPATI DAN MENDUKUNG
NILAI-NILAI DAN KAIDAH YANG BERLAKU DALAM
SUATU MASYARAKAT TERTENTU DAN KURUN WAKTU
TERTENTU

» NILAI-NILAI ADALAH SUATU KONSEPSI ABSTRAK
TENTANG APA YANG DIANGGAP BAIK ATAU BURUK,
SALAH ATAU BENAR, ADIL ATAU TIDAK ADIL BAGI
SUATU MASYARAKAT

« KAIDAH ATAU PERATURAN ADALAH SUATU NILAI
YANG DIBAKUKAN MENJAD! PEDOMAN UNTUK
BERPERILAKU DAN BERTINDAK TERHADAP SESAMA

YARAKAT DAN LINGKLUNGANNYA

QHT9-03




WUJUD DISIPLIN:

* TIDAK HANYA MEMATUHI, MENEPATI DAN
MENDUKUNG KAIDAH ATAU PERATURAN
YANG BERLAKU:

* TAPI HARUS NAMPAK PADA KEPATUHAN,
KETEPATAN, DAN DUKUNGAN TERHADAP:
FUNGSI LEMBAGA, TUJUAN LEMBAGA.
PROGRAM KERJA, TUGAS DAN URAIAN
KERJA

OHT 9 - 04

FUNGSI KAIDAH DAN PERATURAN

* SARANA PENGENDALIAN SOSIAL AGAR DALAM
KEHIDUPAN BERMASYARAKAT TERCIPTA SUASANA
‘KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN®

* PRASYARAT:

- KAIDAH/PERATURAN HARUS JELAS DAN TEGAS

- KESADARAN WARGA UNTUK MEMATUHI

- SARANA HARUS MENUNJANG

- PENEGAK PERATURAN HARUS ARIF (PROFESIONAL)

. OHT9-05



SIKAP
- KEADAAN MENTAL DI DALAM JIWA DAN DIRI INDIVIDU
UNTUK BEREAKSI TERHADAP LINGKUNGANNYA

+ BIASANYA DIPENGARUHI OLEH NILAI-NILAI BUDAYA;
SERING BERSUMBER PADA SISTEM NILAI-BUDAYA

MEMATUHI KAIDAH ATAU PERATURAN

+ BERDASARKAN TEORI KEDAULATAN TUHAN

« BERDASARKAN TEORI PERJANJIAN MASYARAKAT
- BERDASARKAN TEORI KEDAULATAN RAKYAT

+ BERDASARKAN TEORI KEDAULATAN HUKUM

TIPE KEPATUHAN DALAM MASYARAKAT

» KEPATUHAN INTERNAL
* KEPATUHAN EKSTERNAL
+ KEPATUHAN SEMU

MENEPATI ADALAH SALAH SATU WUJUD SESORANG
PATUH PADA KAIDAH ATAU PERATURAN

MENDUKUNG ADALAH SIKAP PARTISIPASI AKTIF DALAM
MELAKSANAKAN NILAI DAN KAIDAH

QHT §- 07




PARTISIPASI TIMBUL KARENA FAKTOR:

» KEBERADAAN DAN KEDAULATAN BAWAHAN
DIHORMATI ,

» TUGAS DAN WEWENANG BAWAHAN DIAKUI

.« ADANYA KOMUNIKASI YANG BAIK

« TERTANAMNYA PERASAAN, BAHWA
KEIKUTSERTAAN
BAWAHAN MEMPUNYAI ARTI YANG RELEVAN

BAGI DIRINYA
DAN LINGKUNGANNYA

OHT 8- 08 |

PERMASALAHAN DISIPLIN:

« APAKAH KAIDAH ATAU PERATURAN SUDAH JELAS,
TEGAS DAN BERFUNGSI?

+ SUDAH ADAKAH KESADARAN ANGGOTA
ORGANISASI?

+ APAKAH SARANA DAN PRASARANYA SUDAH
MENDUKUNG?

- APAKAH KELOMPOK MANAGEMEN SUDAH ARIF?
« ADAKAH FAKTOR LAIN YANG MEMPENGARUHI?

OHT 9-09 |




LANGKAH MENEGAKKAN DISIPLIN:

MENATA KEMBALI PERATURAN, TUJUAN, PROGRAM
KERJA DAN PENDISTRIBUSIANNYA; PENATAAN
TERSEBUT HARUS MAMPU BERFUNGSI| SEBAGAI

PENGENDALI

MELAKUKAN PENDEKATAN EDUKATIF DALAM
MENUMBUHKAN KESADARAN DISIPLIN BAWAHAN
MENGOPTIMALKAN SARANA YANG ADA DAN
MELENGKAPI YANG BELUM ADA

MERUMUSKAN SISTEM PENGENDALIAN
MENGHILANGKAN NILAI BUDAYA VERTIKAL

OHT 9-10

TANTANGAN EXTERNAL
+ GLLOBALISASI

PARA PELAKU

" JASA KONSTRUKS!

TANTANGAN INTERNAL

+ DARI DIRI SENDIRI
(PROFESIONALISME)

- KEFERCAYAAN

- KESADARAN TERHADAP NILAI

F 3

' I

PELAKSANAAN TUGAS
SESUAI KOMPETENSINYA

ETIKA

SIKAP MORAL
YANG TINGGI




